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RINGKASAN

Kemajuan budaya dan TPTEK sangat berpengaruh terhadap perilaku
manusia di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perilaku
demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat
dikategorikan sesuai dengan norma hukum dan ada perlaku yang tidak sesuai
dengan norma hukum. Perilaku vang tidak sesuai norma hukum ternyata
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia
Penyclewengan yang demikian biasanya oleh masyarakal di cap sebagai
kejahatan. Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan
mstrument  hukum  (polisi, jaksa, lembaga peradilan). Lembaga peradilan
mempunyal peran penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam
proses persidangan. Seperti halnya tindak pidana penganiyaan vang merupakan
salah satu bentuk kejahatan, karena perbuatan ini menyebabkan sakit atau luka
pada orang lain. Hal im terkait dengan perbuatan terdakwa Veronika Panjaitan
dalam putusun perkara MA No. 1179K/Pid/2005 dimana terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap
korban Maria Magdalena vang dijatulu hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1)
KUHP. Majelis hakim MA berpendapat bahwa Yudex Factie PT DK telah salah
menerapkan hukum. Dan latar belakang tersebut ada 2(dua) permasalahan hukum
yaitu: (1) Apakah putusan MA yang menyatakan Yudex Factie telah salah
menecrapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP?, (2)
Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam putusan MA No.
I 179K/Pid/2005 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia?.

Tujuan penelitian im adalah: (1) untuk mengetahui apakah putusan hakim
MA dalam menerapkan hukum sudah benar atau menerapkan hukum tdak
sebagaimana mestinya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP,
(2) untuk mengetahui apakah putusan hakim MA sudah sesum dengan tujuan
pemidanaan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Preskripuf

normatif yaitu metode analisis yang dilakukan untuk menermukan aturan hukum.
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prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sehingga diharapkan dapﬂ
menghasilkan arpumentasi, teori atau konsep baru untuk memecahkan isu hukum
yang dihadapi dan member preskripsi (petunjuk).

Kesimpulan dari penulisan skri pst i1 adalah sebagai berikut: (1) Pendapat
MA yang menyatakan PT DKI telah salah menerapkan hukum tidak benar,
seharusnya amar putusan MA menyatakan bahwa peraturan hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya oleh PT DKL (2) Putusan pemidanaan yang
dijatuhkan hakim MA sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan vang berlaku di
Indonesia. Sedangkan saran yang diberikan adalah (1) Majelis hakim scharusnya
lebih memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dan berbagai pertimbangan hukum
maupun alasan permohonan kasasi  sebelum menjatuhkan  putusan  agar
mencerminkan nilai keadilan, (2) Hakim harus lebih professional dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya antara lain dengan cara mengikuti
seminar, pelatihan-pelatihan atau diklat kemahiran dalam bidang hukum, serta
banyak membaca literatur-literatur pengetahuan hukum,
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BAB L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seinng dengan kemajuan budaya dan IPTEK, perilaku manusia di dalam
hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian
apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategonkan
sesual dengan norma hukum dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma
hukum. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak
menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma hukum dapat
menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma hukum atay dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma hukum vyang telah discpakati temyata
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia
Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu
pelanggaran dan bahkan scbagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan
manusia, akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan
Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan
di kurang tetapi sulit diberantas secara tuntas,

Semakin tinggr kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak
negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya kejahatan dilakukan. Lebih-
lebih dalan era Globahsasi. Kejahatan bukan saja berdimensi nasional tetapi juga
trannasional. Hal itu ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun
juga modus operandi dan peralatan kejahatn semakin canggih. Kejahatan bukan
saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan terorganisasi.

Antipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan
mstrument  hukum (polisi, jaksa, lembaga peradilan) secara efektifl melalw
penegakan hukum (Law Enforcement). Melalui mstrumen hukum, diupayakan
perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif.
Mengajukan perkara ke sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bag
anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan
tindakan yang represif
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Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang
paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman, Pengayoman
sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendini agar memjadi insaf dan
dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi
pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagal upaya
rehabilitasi dan reintegrasi social. Konsepsi itu di Indonesia di sebut
Pemasyarakatan.

Terkait dengan uraikan diatas, dalam hal ini akan dihubungkan dengan
fakta adanya suatu kasus 1entang tindak pidana penganiayaan dalam putusan MA
No.1179 K/Pid/2005 , secara garis besar kronologisnya diuraikan sebagai benkut:

Terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama . VERONIKA PANJAITAN

Tempat Lahir . Balige

Umur/Tgl Lahir : 54 tahun/5 April 1950

Jems Kelamin . Perempuan

Kebangsaan . Indonesia

Tempat Tinggal © Kampung Duri Kosambi No.56 RT.006 RW 14
Kelurahan Dun Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat

Agama  Knsten Protestan

Pekerjaan . Karyawati

Fakta yuridis yang terungkap dalam Putusan MA No. 1179 K/Pid2005
adalah sebagai berikut.

Pada hari Rabu tanggal tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban Maria
Magdalena sedang membuat jalan air di depan rumahnya di kampung Dun
Kosambi RT 006 RW 14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat karena bila turun hujan air selalu tergenang dan masuk ke dalam
rumah korban, tiba-tiba terdakwa datang sambil mengatakan “jangan-jangan itu
tanah saya”lalu korban Mnlu “hanya membuat jalan air” namun terdakwa marah
sehingga terdakwa mgrebut palu yang sedang di pegang korban langsung
memukulkan palu t-:r;ﬂut ke arah kepala korban scbanyak satu kali dengan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

menggunakan tangan kanan sehingga kepala korban mengeluarkan darah Akibat

perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami sakit dan penderitaan sesunai

Visum et Repertum Nomor C.311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember

2003 di RSUD Cengkareng yang pada kesimpulannya dijelaskan : ditemukan luka

terbuka di kepala bagian atas akibat kekerasan benda tumpul. Selain 1tu korban

tidak bisa menjalankan pekerjaan pencahariaanya selama kurang lebih dua
minggu,

Uraian kronologis kasus seperti diatas berdasarkan alasan permohonan
kasasi dari terdakwa/pemohon kasasi serta dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum yang ada, maka MA mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai
benkut:

I. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengamayaan
mengakibatkan luka berat” dalam dakwaan primair,

Membebaskan terdakwa Veronika Panjaitan, dari dakwaan Primair,

3. Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan, telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengamayaan’;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tdak perlu
dijalankan kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim lain yang
berkekuatan hukum tetap;

5. Membebani pemohon kasasi/terdakwa untuk membayar hiaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500(dua ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Yudex Factic (Pengadilan

bl

Neger1) dalam hal penjatuhan pidana, yaitu selama 6 (enam) bulan penjara, pidana
tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam waktu 1 (satu) tahun terdakwa
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim lain yang berkekuatan
hukum tetap. Sementara putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tinggi
menurut MA harus dibatalkan karena dianggap salah menerapkan hukum dengan

salah satu pertimbangan apabila terdakwa harus menjalankan putusan tersebut
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yaitu pidana penjara selama 3 (uga) bulan dikhawatirkan terdakwa akan
terpengaruh  akan melakukan perbuatan knminal sehingga hukuman yang
dijatuhkan menurut pertimbangan hakim MA berupa pidana bersyarat seperti vang
diwratkan diatas. Pihak pemohon kasasi  berpendapat bahwa hukuman yang
dijatuhkan pengadilan tinggi diartikan sebagai doktrin pembalasan. Padahal tujuan
pemidanaan salah satunya adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak
mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi

Berdasarkan uraian kronologis kasus diatas penulis mencoba menganalisis
putusan MA dengan mengambil judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”
(Putusan MA No.1179 K/Pid/ 2005)",

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang, maka dapat dirumuskan 2
(dua) permasalahan yaitu sebagai benkut:
I. Apakah putusan hakim MA yang menyatakan Yudex Factie telah salah
menerapkan hukum sesua dengan ketentuan Pasal 253 Avat (1) KUHAP?
2. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam putusan MA No.1179
K/PMd2005 telah sesum dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di
Indonesta?

1.3 TUJUAN PENELITIAN
Agar penuhsan sknipsi im diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka
tujuan dan penulisan skripsi imi adalah:

I Untuk mengetahui apakah putusan hakim MA dalam menerapkan hukum sudah
benar atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dikaitkan dengan
Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

2.Untuk mengetahui apakah putusan hakim MA sudah sesuai dengan tujuan
pemidanaan di Indonesia
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1.4Metode Penelitian
Penulisan skripsi ini menggunakan metode dengan cara menelaah,
menganalisa dan membahas permasalahan dari kasus tindak pidana penganiavaan
dengan terdakwa bernama Veronika Panjaitan dalam putusan MA No. 1179 K/Pid
/2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku di tunjang dengan
literatur-literatur yang bensi konsep pendapat dari para sarjana hukum sebagai
landasan teoritik. Tujuannya untuk mengetahui apakah dengan dihubungkan
dengan teon, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan vang ada
putusan hakim MA sudah menerapkan hukum dengan benar atau menerapkan
tidak sebagaimana mestinya dan juga apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa
sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, Metode penulisan yang digunakan antara
lain:
1.4.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan cara menclaah,
menganalisa dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang benisi konsep-konsep dan pendapat para sarjana sebagai landasan
teoritik,
1.4.2 Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahun Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autontatif artinya
mempunyal otoritas. Bahan hukum primer terdini dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, serta
putusan — putusan dan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).
b.Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sckunder berupa semua bahan publikasi tentang  hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud
Marzuki, 2005.141)
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1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam skripsi im1 melakukan kajian dan analisis terhadap
permasalahan dengan menggunakan metode Preskriptif normatif yaitu metode
analisis yang dilakukan untuk menemukan aturan hokum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum_ Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan
argumentasi, teon atau konsep baru untuk memecahkan 1su hukum yang dihadapi
dan memberikan preskripsi (petunjuk) mengenai apa yang seyogvanva(Peter
Mahmud Marzuki,2005:35). Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif ymtu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal
yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penganiayaan
Pada KUHP hal imi di sebut dengan “Penganiayaan” tetapi KUHP sendin
tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiavaan dalam kamus Bahasa
Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: * Perlakuan sewenang-wenang. ..
Pengertian pengamayaan vang dimuat kamus besar Bahasa Indonesia
tersebut  adalah pengertian dalam arti  luss yakm  termasuk yang
menyangkut”perasaan” atau batiniah™ Pengamiavaan vang dimaksud dalam ilmu
hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia
[lmu Pengetahuan (Doktrin) mengartikan “Penganiayaan™ sebagai berikut:
“ Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan
rasa sakit atau luka pada orang lain™.
Penganiayaan vang diatur KUHP terdiri dari-
a. Penganiayan berdasarkan Pasal 351 KUHP vang dirinci atas
- Penganiayaan biasa;
- Penganiayaan mengakibatkan luka berat;
- Pengamiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
¢. Pengamayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan
rincian sebaga berikut
- mengakibatkan luka berat;
- mengakibatkan orangnya mati.
d  Penganiayaan bherat yang diatur olch Pasal 354 KUHP dengan nincian
schagai benkut
- mengakibatkan luka berat;

- mengakibatkan orangnya mati

L5

Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP
dengan rincian sebagai berikut:

- Pengamayaan berat dan berencana
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- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya
mati.

Selain dari pada itu, diatur pula Bab XX (pengamayaan) oleh Pasal 358
KUHP, orang-orang vang turut serta pada perkelahian/penyerbuan/penyerangan
yang dilakukan oleh beberapa orang Hal ini sangal mirip dengan Pasal 170
KUHP sebagai perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka
umuam.

Penganiavaan ningan perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan karena
dengan penghapusan sebutan penganiayaan ringan akan dapat membantu untuk
mencegah bertindak menjadi hakim sendiri dan dari sisi lain mendorong untuk
penghormatan hak-hak asasi setiap orang

Scbagaimana yang kita ketahwi, KUHP khususnya Pasal 351 tidak
membenkan definisi atau menjelaskan secara legas tentang apa vang dimaksud
dengan “Penganiayaan”.

Dalam rancangan KUHP Belanda sebagaimana ditulis oleh Wirjono
Projodikoro, dapat kita temukan bahwa vang dimaksud “Pengamayaan” adalah
dengan sengaja mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang
lain atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain sebagaimana Pasal 351
ayat(4) KUHP (Wirono Projodikoro,2003-68)

Dalam perkembangannya orang lebih condong menyimpulkan bahwa
yang dimaksud “Penganiayaan” adalah dengan sengaja memmbulkan rasa sakit
atau rasa tidak enak atau dengan senpaja merusak kesehatan orang lan tanpa
maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum

Dengan pengertian “Penganiayaan™ tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, rasa tidak enak atau merusak
kesehatan dengan maksud/tujuan yang dibenarkan oleh hukum tdak dapat
dikwalifikasikan sebagai penganayaan™

Unsur sengaja tindak pidana penganiayaan ditempatkan didepan. Dengan
demikian semua unsur dibelakang unsur sengaja tersebut harus diliputi oleh unsur

senpaja.
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Sengaja atau kesengajaan pelaku haruslah ditujukan semata-mata pada
timbulnya rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku haruslah menvadan bahwa
dpa yang dia lakukan adalah hal vang melawan hukum.

Berdasarkan apa yang dirumuskan Pasal 352 KUHP tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa penganiayaan ringan adalah: penganiayaan yang tidak masuk
kwalifikasi penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan vang tidak masuk
kwalifikasi Pasal 356, penganiayaan vang tidak menimbulkan penvakit atau
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian,

Dikatakan menmmbulkan penyakit berarti terhadap korban diperlukan
pengobatan.  Dalam prakick ukurannya ialah apakah korban memerlukan
perawatan dengan menggunakan obat atau tidak. Kalau korban memeriukan obat
berarti ada penyakit.

2.2 Pengertian Dan Jenis Putusan Perkara Pidana
Didalam sistem hukum acara pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis

putusan pengadilan:

I. Jenis putusan yang bersifat formil:

2. Jemis putusan yang bersifat materiil,

Jems putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan

putusan akhir yaitu

| Putusan yang bensi pemyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk
memerniksa suatu perkara (onbevoege verklaring), Pasal 148 ayat (1) KUHAP
Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan
kewenangan  pengadilan vang bersangkutan melainkan kewenangan
pengadilan lain

bd

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan / surat dakwaan penuntut umum
batal fnictig verkluring van de acte van verwyzing Pasal 156 Ayar (1)
KUHAP). Dalam hal imi misalnya surat dakwaan jaksa tudak memenuhi Pasal
143 Ayat (3) KUHAP, vaitu tidak dicantumkannya waktu dan tempat tindak
pidana dilakukan di dalam surat dakwaan
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3. Putusan yang berisi pernvataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat

diterima (nier ontvankelijk verklaard-Pasal 156 Ayat (1) KUHAP), penuntutan
seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUTIP.

Putusan yang berisi penundaan pemeniksaan perkara oleh karena ada
perselisihan prejudisiel(perselisihan kewenangan).

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan

dibutuhkan atau di tunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata,
misalnya dalam hal perkara perzinahan (overspel) sebagaimana diatur dalam Pasal
284 KUHAP.

Sedangkan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan

putusan akhir (eind vonnis), yaitu:
|. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrispraak)

73

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan
hukuman (ontstag van alle rechivervolging-Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

Putusan yang berisi suatu pemidanaan (veroordeling-Pasal 193 Ayat(1)
KUHAP

Ad a . Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan vyang demikian ini diyatubkan oleh pengadilan apabila 1a
berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap
lerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemenksaan di
persidangan,

Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum buku yang
ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenubi, misalnya hanva ada
keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain, atau alat buku
terpenuhs, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa

Putusan bebas ini bersifal negatif, dalam arti bahwa putusan ity tidak
menyatakan terdakwa tudak melakukan perbuatan vang didakwakan ity
melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti Jadi,
bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi di
mrs:dahgnn hal itu udak terbukti. Dalam hubungan dengan ini dalam
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hukum acara pidana kita (KUHAP), vang tercantum dalam Pasal 183 yang
berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali
apabila sekurang-kurangnyva dua alat bukti yang sah ia memperaoleh
keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjudi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannva”.

Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian menurut undang-undang

yang negatif (negatief- wettelijk).

Disebut wetrrelijk, oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-
alat bukti yang sah menurut undang-undang. Disebut negatief karena adanva alat-
alat bukti tertentu itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum
mewajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Dengan lain perkataan
tentang penilaian kekuatan bukti (hewijs krachs) dan alat-alat bukt yang telah
diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Perlu dijelaskan disini, bahwa dalam putusan bebas ataupun putusan lepas
dani segala tuntutan hukum, dan terdakwa ada dalam status tuhanan, maka
terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecusl kalau ada
alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan (Pasal 191 Ayat 3). Dalam hal ini
Jaksa harus scgera melaksanakan perintah tersebut.

Ad b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan

yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetap perbuatan 1y tdak

merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat
dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat
dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena

adanya alasan pembenar (rechevaardigingsgrond) tersebut dalam Pasal 48

KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Avat (1) KUHP

Putusan im juga dijatubkan oleh hakim dalam hal perbuatan vang terbukti

ity merupakan tindak pidana, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana

disebabkan udak adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut dalam

Pasal 44 KUHP atau disebabkan adanya alasan pemaaf (fait dixcuse)

tersebut dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Avat (2) KUHP.
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Adapun perbedaan yang prinsipiil antara dua macam putusan tersebut di atas
talah, bahwa dalam hal putusan bebas fvrisspraak) jaksa tidak dapat naik
banding kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 67 KUHAP) Sedangkan dalam
hal pelepasan dari  segala (untutan hukum fontslag  van alle
rechisvervolging) dapat dimintakan banding, baik oleh terdakwa atau jaksa.
Ad c. Putusan Pemidanaan

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan
meyakinkan, Jadi, menurut Pasal 193 Avat (1) KUHAP apabila terdakwa
terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana, kecuali apabila terdakwanya
pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun
maka hakim dapat memilih di antara ketentuan yang disebut dalam Pasal 48
KUHP, vaitu:

a. menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa
dikenakan suatu pidana;

b. memenmahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemenntah,
dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara
sampai berumur delapan belas tahun;

¢. menjatuhkan pidana kepada terdakwa

Dalam hal hakim terpaksa harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang
masith belum berumur 16 tahun ni, maka maksimum pidana pokoknya harus
dikurang sepertiganya , dan dalam hal kejahatan vang diancam pidana mati atan
pidana seumur hidup, maksimum pidananya itu menjadi pidana penjara selama 15
tahun,

Dalam hal pemidanaan ini hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa
yang tidak ditahan segera dimasukkan dalam tahanan akan tetapi dalam hal 1m
disyaratkan oleh Pasal 193 Ayat (2) sub a, bahwa perintah untuk penahanannya ity
hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana -
tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 KUHAP, yaitu yang diancam
dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau lebih atau termasuk tindak pidana
yang disebutkan satu demi satu dalam Pasal 21 KUHAP tersebut {Anson Sabuan
dkk,1999:200)
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2.3 Pidana,Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan
2.3.1. Pidana

Kacdah-kaedah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam
masyarakat, bermacam-macam ragamnya, dan diantara bermacam-macam kaedah
tersebut yang terpenting adalah kaedah hukum disamping kaedah-kaedah agama,
kesopanan, kesusilaan. Kaedah-kaedah hukum dapat dijumpai di setiap
masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern hal
terscbut memang sesuai dengan sesuatu anggapan bahwa dimana ada masyarakat
di situ akan timbul hukum. Kaedah tersebut merupakan pedoman atau patokan
tentang bagaimana berperilaku sebagaimana diharapkan kaedah-kaedah atau
disebut juga dengan norma. Di belakang norma tersebut ada nilai. nilai merupakan
ukuran dalam masyarakat atau suatu golongan untuk menentukan apa yang benar,
yang baik dan yang buruk. Nilai tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku
manusia dalam kehidupan masyarakat ( Andi Hamzah 1993:8).

Uniuk menjaga agar pergaulan manusia di dalam masyarakat yang
majemuk tersebut dapat berlangsung dengan secara damai dan serasi, maka norma
yang berlaku dalam masyarakat tersebut diberi sanksi. Jadi sanksi tersebut
dimaksudkan supaya norma yang bertugas menjaga ketertiban dalam masyarakat
tersebut ditaati.

Sanksi daripada norma tersebut bermacam-macam ada vang bersifat
negatif yaitu memberikan hukuman kepada seseorang vang melanggar norma
tersebut, maupun sanksi yang bersifat positif yang merupakan imbalan yang
diberikan kepada pihak-pihak tertentu atas jasa-jasanya

llmu hukum sebagai ilmu sosial mempunyai hubungan vang erat dengan
timu sosial lainnya, misalnya dengan sosiologi dan ekonomi. Sosiologi adalah
mempelajari masyarakat secara keseluruhan, mempelajari gejala-gejala dalam
masyarakat dan bagaimana hubungannya gejala yang satu dengan vang lainnya.
Sanksi di dalam lapangan hukum adalah berbeda dengan sanksi dengan lapangan
lamnnya, karena sanksi dalam lapangan hukum dapat dipaksakan untuk
dilaksanakan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Sanksi yang terletak dalam hukum pidana adalah berbeda dengan sanksi
dalam lapangan hukum lain, misal dalam hukum perdata. Karena sanksi dalam
hukum pidana adalah beda dinestapa atau penderitaan yang sengaja dibebankan

kepada sescorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam
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pidana oleh undang-undang. Oleh sebab itu penpgunaan sanksi dalam hukum
pidana harus dibatasi, hukum pidana merupakan benteng terakhir apabila sanksi
dalam lapangan hukum lain tidak ditaati. Sanksi pidanalah yvang dipaksakan
keberlakuannya, Hukum pidana adalah dityukan untuk mengatur tata tertib
kemasyarakatan terhadap perbuatan-perbuatan yang hendak memperkosa hukum
Oleh pidana mempunyai arti yang khusus, maka untuk memberikan
gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana-
1.Sudarto
Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang vyang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu( Teguh Prasetyo, 2005:3).
2 Roeslan Saleh
Pidana adalah sanksi atas delik, dan i1 berwujud nestapa yang dengan sengaja
ditimpakan negara pada pembuat delik(Teguh Prasetyo, 2005 :3)
Hakekat dan pidana adalah:

adanya suatu delik;

2. adanya suaiu nestapa;

dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang (dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu
berupa voms hakim),

4 diberikan kepada orang yang bersalah (geen strafi zonder schuld) (Teguh
Prasetyo,2005: ),

T

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana yang
dapat diyjatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana
hukuman yang akan dijatuhkan dapat berupa:

a. Pidana pokok

| Pidana mati,

2 Pidana penjara,

3 Kurungan;

4 Denda,

5.Pidana Tutupan jo UU No 20 Tahun 1946,
b.Pidana Tambahan

1 Pencabutan hak-hak tertentu;
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2 Perampasan barang-barang tertentu:
3. Pengumuman putusan hakim.

a. Pidana Pokok

I. Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu bentuk pidana vang hanya dijatuhkan pada
delik berat saja. Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum
alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun Jadi hakim
boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut. Pelaksanaan pidana mati masih
dipersulit, karena harus melalui grasi dari presiden, walaupun terpidana tidak
memohon grasi. Dengan penolakan grasi oleh presiden berarti bahwa presiden
menyetujur eksekusi pidana mati itu(Andi Hamzah, 1999:35).

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah merupakan salah satu bentuk dan pidana
perampasan kemerdekaan.

Menurut Pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara, yaitu vang semur
hidup dan yang terbatas maupun sementara. Minimum pidana terbatas adalah satu
hari, maksimumnya lima belas tahun berturut-turut, maksimum itu oleh sampai
dua puluh tahun dalam hal:

. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana di ancamkan secara alternatif pidana
mati, pidana seunur hidup atau pidana penjara terbatas (biasanya 20 tahun);

b. Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara alternatif pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara terbatas,

¢. Apabila terjadi perbarengan (Concurus) atau pengulangan (Residivel atau
kejahatan  dengan melanggar kewajiban khusus dari jabatannya dan
sebagainya (Pasal 520 atau menyalahgunakan bendera R (Pasal 52a)),

d. Dalam golongan ini dapat dimaksudkan antara lain Pasal 356 jo 355, Pasal
349 jo 347 KUHP dan sebagainya(Teguh Prasetyo,2005:131-133),

J. Pidana Kurungan dan Kurungan Pengganti

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan
kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan im dalam beberapa hal lebih ringan
daripada pidana penjara,

Dari sudut perbuatan undang-undang biasanya pidana kurungan diancam
kepada;

| Kejahatan-kejahatan  culpa (pada umumnya) Didalam  hal terhadap
kejahatan tersebut dipandang wajar untuk diancam dengan pidana penjara,
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maka ancaman pidana penjara dan pidana kurungan dan mungkin juga
pidana denda. Dalam hal lain dialternatifkkan antara pidana penjara
kurungan dan denda (Pasal 409 dan 426 KUHP) dari sudut penjatuhan
pidana yang dijatuhkan adalah pidana kurungan, tetapi apabila keadaan
pelaku atau diluar penjara, dan jika dipandang sangat meringankan dijatuhi
pidana denda.

Untuk pelangparan biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana
denda, bahkan untuk beberapa pelanggaran midana denda tersebut adalah
lebth menonjol(Teguh Prasetyo,2005:133).

[

Pidana Kurungan Pengganti adalah:

Pengganti pidana denda yang tidak dibayar olch terpidana Dapat juga
dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membavar harga
taksiran (yang ditentukan) dari barang rampasan vang tidak discrahkan olech
lerpidana,

Scbelum pemidanaan barang-barang tersebut belum disita. atau dengan
perkataan lain masih dalam penguasaan tersangka.

Bahkan dapat juga dijatuhkan apabila biava pengumuman hukum yang
dibebankan kepada terpidana tidak dibayar( Teguh Prasetyo,2005 134)
4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang  untuk
mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran
sejumlah uang tertentu

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan
kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian
disebut dengan pidana kurungan pengganti, maksimal pidana kurungan pengganti
adalah enam bulan, dan boleh menjadi  delapan bulan dalam hal terjadi
pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52a KUHP

Untuk beberapa perundang-undangan hukum pidana ketentuan dalam
Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak menerapkan.

Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana
utik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas negara
(Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi X Teguh Prasetyo,2005:135).
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Pidana Bersyarat

Kata pidana bersyarat atau pemindanaan bersvarat adalah sekedar suatu
istilah umum, yang dimaksudkan bukanlah penidanaannya vang bersyarat
melainkan pelaksanaanya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syarat
tertentu. Artinya meskipun pidana itu telah dijatuhkan kepada pelaku atau
terpidana namun pidana itu tidak melanggar syarat-syarat yang diwajibkan
kepadanya ketika putusan itu diterima.

Pidana bersyarat adalah merupakan printah dar hakim, bahwa pidana
yang dirumuskan/dijatuhkan tidak akan dijalami terpidana. kecuali kemudian
hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

a. Sebelum habis masa percobaan melanggar syarat umum vaitu melakukan
tindak pidana;

b. Dalam masa percobaan itu, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan)
atau,

¢. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan
syarat vang lebih khusus berupa pengganti kerugian pihak korban schagai
akibat tindak pidana (Pasal 14¢ KUHP),

Hakim dapat memerintahkan pidana bersyarat, jika putusan hakim

dijatuhkan:

1. Pidana penjara maksimum 1 tahun atau;

2. Pidana kurungan (tidak termasuk pidana kurungan pengganti):

3. Pidana denda (akan tetapi tidak termasuk pidana denda dalam perkara
pemasukan uang atau pengembalian anggaran negara seperti pidana denda
dalam perkara perpajakan, bea, cukai, perkara tindak pidana ekonomi dan
perkara korupsi) (Teguh Prasetyo,2005:136)

Pelepasan Bersyarat

Didalam Pasal 15 KUHP, ditentukan bahwa pelepasan bersyarat dapat
diberikan apabila terpidana telah menjalani dua pertiga dari pidanava vang Juga
harus berarti sekurang-kurangnya sembilan bulan

Pelepasan dapat diberikan kepada sescorang yang dijatuhi pidana penjara
minimal sembilan bulan dan satu hari. Jika hal ini terjadi sebenamya termdana
telah dirugikan, karena ia hanya dapat hadiah satu hari akan tetapi selama | hari 1
lahun (masa percobaan) ia akan tersiksa olch syarat-syarat yang harus
ditaatinya( Teguh Prasetyo,2005:137)
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S.Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui undang-undang
No.20 Tahun 1946 Berita RI Il No.24. Di dalam pasal undang-undang tersebut.
ditambahkan pidana tutupan untk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat
dijatuhkan kepada pelaku vang telah melakukan tindak pidana. akan tetapi
terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Melihat sistem pengancaman pidana
tutupan ini, jelas tidak dianut oleh KUHP. Sistem seperti ini dapat dtemukan
dalam KUHP yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan
walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu
saja( Teguh Prasetyo,2005:139),

b. Pidana Tambahan

Seperti yang lelah kita ketahui dalam pemidanaan, bahwa prdana
tambahan tidak boleh dijatuhkan berdiri sendiri, tanpa pidana pokok Dari arti
katanya sudah berbicara sedemikian itn, vaitu bahwa ia hanyalah merupakan
tambahan kepada sesuatu yang dalam hal ini yang pokok.

Di dalam KUHP maupun di luar KUHP diatur aadanya kekecualian
tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 KUHP. vang diluar KUHP
antara lain diatur dalam Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Tindak
Pidana Ekonomi, Undang-undang Korupsi.

Pidana tersebut antara lain berupa:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

Bahwa tidak dimungkinkan untuk mencabut seluruh hak-hak dari
terdakwa, dahulu memang pernah dikenal diancaamkan schagai tindak
pidana taambahan bagi pelaku kejahatan yang sangat berat yang
dikenal dengan nama kematian perdata (more civife) akan tetapi se
karang ini kematian perdata tidak dikenal lagi.

2. Perampasan barang tertentu

Dahulu dikenal bahwa semua barang-barang terdakwa/terpidana dapat
dicabut. Tetapi dewasa im tidak dikenal lagi, barang-barang tertentu yang dapat di
cabut selain danipada yang ditentukan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 KUHP yang
berlaku secara umum, juga ditentukan tersebar dalam beberapa pasal tertentu.

Apabila barang tertentu disita dan diajukan dalam pemeriksaan sidang wajib

nasib barang tersebut kemudian ditentukan dalam putusan hakim
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undang adalah cepat, sederhana. dan biaya ringan Biasanva asas itu masih
ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil,

Penjatuban pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan
pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan
pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, mscaya peradilan kita dinilai baik
Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai
ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Undang-undang memang mengatur persamaan semua orang di hadapan
hukum fequality before the law), sebagaimana diatur oleh Undang-undang itu pula
terdapat pengecualian, vaitu fiada undang-undang tanpa pengecualian. Dalam
kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan di hadapan hukum adalah antara
orang dewasa dan anak.

Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan, terhadap orang dewasa antara
lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksananya. Bagi anak ada
perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa dapat
diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan terhadap orang dewasa vang terlibat
tindak pidana (tersangka, terdakwa, atau terpidana) tetap berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku Sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana maka
yang bersangkutan tetap mempunyai hak-hak vang harus terpenuhi. Sebagai
tersangka, atau terdakwa mempunyai hak yang diatur antara lain dalam KUHAP
dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Sebagai terpidana yang bersangkutan mempunyai hak yang terutama dijamin
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyaraakatan

Hak-hak sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana tersebut merupakan
merupakan hak yang harus dipenuhi, khususnya oleh aparat penegak hukum.
Dnsin penegak hukum idealnya sebagai pelayan dan abdi hukum bukan scbagai
penguasa hukum yang dapat bertindak semaunya /sewenang-wenang
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Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan
Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 avat (1) KUHAP
dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 avat (2) KUHAP).

Putusan pemidaanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaakan kepadanya (vide Pasal 193
ayat (1) KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepadanva terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalu
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa vang
bersalah melakukan. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP vaitu
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada scorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya,

23.3 Tujuan Pemidanaan

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin  tegaknya
kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bag seorang. Jadi, bukan hanya balas
dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita
kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk
menemukan kebenaran materiil Bahkan sebenarnya tuuannya lebih luas vaitu
tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil ity
hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada twuan akhir yaitu yang menjadi
tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ity mencapal suatu masyarakat
yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera(tata tentram kerta raharja)( Andi
Hamzah,1985:19)

Teori-teori hukum pidana terkait tujuan pemidanaan adalah sebagai
benkut:
I. Teort Absolut Atau Mutlak
Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana,
tidak bolch tidak, tanpa tawar mehawar. Sescorang mendapat pidana karena
telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin
timbul dari dijatuhkannya pidana, Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian
masyarakat mungkin akan dimgifmn. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak
dilihat ke masa depan. “Pembilasan * (Vergelding) oleh banyak orang
dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.  Kepuasan
hatilah yang dikejar, lain tidak (Wirjono Prodjodikoro,2003.23)
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2, Teon Relatif Atau Nisbi

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu
pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan. tetapt harus
dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masvarakat atau bagi
penjahat sendin. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga masa
depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya
menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan
teori-teon “tujuan”(doel theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan
kepada upaya agar di kemudian hani kejahatan yang telah dilakukan itu tidak
terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada 2 (dua) macam, yaitu prevensi
khusus atau special dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus,
hal membuat takut ini ditujukan kepada penjahat, sedangkan dalam prevensi
umum disahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan
kejahatan (Wirjono Prodjodikoro,2003:25).

3. Teon Gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain,
biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian
Juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum
pidana, kemudian muncul teon ketiga yang di satu pithak mengaku adanya
unsur “pembalasan” (vervolging) dalam hukum pidana Akan tetapt di pihak
lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang
melekat pada tiap pidana (Wirjono Prodjodikoro,2003:27).

2.4 Pengertian Menerapkan Peraturan Hukum Afau Menerapkan
Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.
Hal m terkait dengan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung. Apa yang
dimaksud dengan kasasi ini dapat dipelajari dari isi Pasal 16 Undang-undang No.
| Tahun 1950, Isinya sebagai berikut:

" Mahkamah Agung dapat melakukan kasasi yaitu pembatalan atas
putusan pengadilan-pengadilan lain dalam peradilan yang terakihr dan
penetapan dan perbuatan pengadilan — pengadilan lain dan para hakim,
yang bertentangan dengan hukum, kecuali pengadilan dalam perkara
pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan”
(Ansori Sabuan dkk,1999:213),

Yang penting dalam pasal tersebut ialah bahwa arti dari kasasi ite
“pembatalan” salah satu tindakan MA scbagai pengawas lertinggi atas putusan-
putusan pengadilan lain
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Putusan yang bagaimana vang dapat dibatalkan dalam pasal tersebut
ditentukan  vaity putusan yang bertentangan dengan hukum. Perkataan
bertentangan dengan hukum inilah yang merupakan bagian terpenting dari pasal
tersebut. Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini kekuasaannya
hanya terbatas pada penimjauan apakah putusan-putusan pengadilan ity sudah
sesual atau bertentangan dengan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam
Pasal 253 Avat (1) KUHAP yang secara limitatif mengatur alasan-alasan yang
dapat dipakai oleh pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
ungkat kasasi,

Alasan-alasan itu antara lain scbagai berikut-

L. Apakah benar suaty peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

tidak sebagaimana mestinya;

2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

3 Aﬂjﬁh benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya({ Ul No.

8 Tahun 1981 Tentang KUHAP).
Ad.l1 Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya/tidak Sebagaimana

Mestinya

Yang utama dalam mengamati syarat materiil “salah / keliru menerapkan
hukum” adalah memahami pasal-pasal undang-undang vang didakwakan/
diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut dan
meneliti apakah semua unsur-unsurnya telah tepat penerapannya. Jika penerapan
Sesuatu unsur tidak tepat, maka dapat dikutip halaman putusan tersebut sekedar
unsur yang tidak berdasarkan pengertian umunu“}mrisnrud:nsif}d.v.ﬂpendapat
para pakar Pemahaman terhadap persepsi penerapan setiap unsur pidana yang
didakwakan/diputus dalam putusan mutlak diperlukan, demikian pula tentang
yurisprudensi Mahkamah Agung atau pendapat-pendapat pakar, merupakan hal-
hal yang dapat mendukung perumusan risalah/memori kasasi tersebut.

Biasanya yang sering kurang pemahaman adalah penerapan unsur
kesalahan yakni:

- unsur sengaja;
- unsur kealpaan/kelalaian:
- ansur lainnya ( Ansori Sabuan dkk, 1999:214).
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Penerapan unsur —unsur tersebut memerlukan kecermatan sehingga benar-
benar dapat dikonstruksikan atau diformulasikan terhadap perbuatan materiil vang
terjadi atau fakia atau perbuatan yang terbukti di persidangan Dengan perbuatan-
perbuatan atau kejadian/keadaan yang mana, unsur tersebut dapat dibuktikan,
harus benar-benar dapat diyakini.

Ad.2 Dengan Alasan Sendiri

Hal ini sebenamya di luar perumusan memori kasasi, karena Mahkamah
Agung memutuskan di luar alasan/keberatan kasasi yang diajukan pemohon
kasasi, Mahkamah Agung dengan pertimbangan sendii membatalkan putusan
Pengadilaan Tinggi dan/atau Pengadilan Negeri. Hal ini dapat teradi karena
penerapan hukum yang tidak tepat atau adanya ketidaksesuaian dengan hukum
yang berlaku.

ad.3 Melampaui Wewenang

Wewenang  masing-masing pengadilan,  baik Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung telah ditentukan oleh perundang-
undangan. Kewengan masing-masing tersebut tidak terlepas dan penerapan pasal
undang-undang yang didakwakan telah di duga dilanggar terdakwa.

Pengadilaan Tinggi, tidak memiliki wewenang untuk memeriksa putusan
Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur
dalam hukum acara pidana.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

\@WMW

UNIVERSTTAS JEMBER

BAB 3. PEMBAHASAN ‘

3.1 Kesesuaian Putusan MA Yang Menyatakan Yudex Factie Telah Salah
Menerapkan Hukum Terkait Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, kekuasaanya hanya
terbatas pada peninjauan apakah putusan-putusan pengadilan itu sudah sesuai atau
bertentangan dengan hukum. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 253 Ayat
(1) KUHAP yang secara limitatif mengatur alasan-alasan vang dapat dipakai oleh
pemohon kasasi untuk mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi.
Alasan-alasan 1tu antara lain:

I.Apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya,

2, Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang;

3.Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya( UL

No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP),

Demikian halnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan
terdakwa Veronika Panjaitan (Putusan MA No.1179 K/Pid/2005), penulis Ingin
menganalisa apakah pendapat MA yang menyatakan Yudex Factie (PT DKI )
salah menerapkan hukum terkait ketentuan Pasal 253 avat (1) KUHAP itu benar
atau tidak.

Melalui penaschat hukumnya, lerdakwa mengajukan permohonan  kasasi
pada Pengadilan Negen Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13
Januari 2005 pemohon kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut,
dengan memperhatikan memon kasasi dari kuasa terdakwa vang diajukan untuk
dan atas nama terdakwa juga sebagai pemohon kasasi berdasarkan surat kuasa
khusus bertanggal 10 Januari 2005, memori kasasi mana telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Januari 2005
Dengan demikian  permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannva telah
diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima

Pada pokoknya permohonan kasasi vang dijadikan alasan oleh pemohon

kasasi adalah sebagai benkut
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. Kepala pelapor berdarah (luka ringan) bukanlah karena pemohon kasasi
memukulnya sesuai dengan keterangan dari saksi bapak ketua RT.006/014
vang tidak memihak baik kepada pelapor maupun kepada pemohon kasasi dan
sebagai saksi netral atau saksi pemenintah setempat Demikian juga saksi
Pilemon Antonang dan dari saudari Tiopan Auran, dimana pemyataan atau
keterangan mi terlampir dalam pembelaan pemohon kasasi pada persidangan
tanggal 2 Jum 2004,
- Uienangan air yang ada di teras rumahnya bukanlah akibat peluran jalan yang
dibuat suami pemohon kasasi, hanya akibat jatuhnyan air dari atap rumahnva
sendin dan belum dibuat talang air. Setelah talang air dibuat sampai sekarang
teras rumahnya tidak tergenang air walaupun hujan deras;
- Pemohon kasasi juga adalah mempertahankan harta miliknya dari pengrusakan
oleh pelapor dengan tanpa pernusi atau minta 1jin kepada pemiliknya;
Bahwa pemohon kasasi telah mengakui kesalahannya dihadapan Pengadilan
secara ferus terang dan tidak pernah lagi melakukan perbuatan vang
meresahkan masyarakat atau berbuat kesalahan, dan bersikap sopan terhadap
siapapun termasuk kepada saksi korban, bahkan telah bergaul seperti biasanya
dan rukun sebagai tetangga yang baik terhadap saksi korban;
- Sebagai seorang 1bu yang sudah lanjut usia dan telah mempunyai anak-anak
yang scbagian telah menginjak dewasa serta sebagian lagi masih anak di
bawah umur, masih mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh serta
membiayar kepentingan rumah tangga,
- Bahwa pertimbangan hakim Tinggi DKI terhadap Memori Banding Jaksa
Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2004 terhadap perbuatan pemohon kasasi
hanyalah mengulangi pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim dan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, padahal hukuman yang dijatuhkan oleh
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diterima oleh pemohon kasasi
dengan tulus hati;

Bahwa dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi DK1 Jakarta seharusnya
mempertimbangkan secara sungguh-sungguh Pasal 14 a Ayat (1) KUHP
scbagal dasar dijatuhi hukuman terhadap pemohon kasasi dan mengabaikan
per mohonan banding penuntut umum:

Hakim Pengadilan Tinggi DK1 Jakarta telah mengartikan doktrin pemidanaan
sebagal pembalasan, yang secharusnya bertujuan untuk membuat seseorang
memperbaiki  diri dan insaf atas kesalahan-kesalahannya, hal tersebut
dinyatakan dalam pertimbangannya mengambil alih putusan Pengadilan
Negen Jakarta Barat tanggal 2 Januari 2004 Nomor - 526/Pid. B/2004/PN
JKTBARAT yang memperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dyjatuhkan
kepada pemohon kasasi;

Dengan uraian di atas, Hakim Pengadilan Tinggi DK telah melakukan suatu
kekeliruan yaitu pemidanaan diartikan sebagai pembalasan dan bukan dengan
(ujuan azas manfaat yaitu agar hubungan kekeluargaan antara pemohon kasasi
dan saksi korban kembali terjalin dengan baik, penuh kerukunan dan rasa
aman,
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Dengan  berbagai alasan vang telah dikemukakan pemohon
kasasi/terdakwa melalui kuasa hukumnyva meminta kepada Mahkamah Agung
agar putusan No: 136/Pen/131/P1d/2004/PT DK, dinyatakan tidak sah dan dapat
dibatalkan. Yang mana Amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai benikut:
I.Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan
Luka Beral” dalam dakwaan Primair;

2 Membebaskan terdakwa Veronika panjaitan dari dakwaan Primair

3 Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan™

4.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5.Membebani terdakwa untuk membayar biaya per kara dalam dua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1000(seribu rupiah).

Sebenarnya yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI
dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sama dengan pertimbangan hukum
Pengadilan Negen Tingkat Pertama (PN Jakarta Barat) kecuali mengenai pidana
vang dijatuhkan terhadap terdakwa Dalam putusannya, PN Jakarta Barat
menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pengamiayaan
dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut ndak perlu
dijalankan kecuali apabila dalam waktu | (satu) tahun terdakwa melakukan tindak
pidana dan dijatuhi pidana oleh Hakim lain yang berkckuatan hukum tetap
Sedangkan Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan pidana kepada terdakwa sclama
3(tiga) bulan mdana penjara. Menurat PT DK} bahwa kesalahan yang diperbuat
oleh terdakwa telah mengakibatkan kepala korban berdarah dan penderitaan yang
mendalam serta berpengaruh terhadap pekerjaan korban sehari-hari karena kepala
pusing, maka tidak berjualan. Schingga pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
kepada terdakwa menurut PT. DK dirasa adil

Terdakwa Veronika Panjaitan di dakwa dengan dakwaan Subsidair,
dimana dalam dakwaan Prnimaimya adalah melakukan perbuatan atau tindak
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pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dan diatur
Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

I. Penganiayaan

2. Mengakibatkan luka berat
Ad.T Unsur Pengamayaan

Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada
“penganiayaan”. Menurut ilmu pengetahuan (Doktrin) arti penganiayaan ialah
perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka.

Unsur pertama ini jelas terbukti dimana korban Maria Magdalena
menderita sakit karena luka dibagian atas kepalanya dan mengeluarkan darah
akibat kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh terdakwa sesuai Visum et
Repertum Nomor : C-311/VER/RSCKR/1203 tangeal 19 Nopember 2003 dari
RSUD Cengkareng,

Terbukninya unsur penganiayaan juga bisa ditunjukkan dengan adanya
keterangan saksi-saksi Maria Magdalena selaku korban dan saksi Selvia
Mandasari vang menerangkan terdakwa memukul saksi korban (Maria
Magdalena) pada bagian kepala dengan martil sehingga kepala saksi tersebut
berdarah dihubungkan dengan keterangan saksi Tumiran dan saksi Palemon
Aritonang yang menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan saksi Maria
Magdalena ribut bergumul tidak melihat pada saat terdakwa memukul martil ke
kepala korban tetapi setelah dilerai dan selesai berantam baru melihat kepala
korban Magdalena mengeluarkan darah sedangkan martil di pegang terdakwa,

Dari urmian keterangan saksi- saksi tersebut, penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian, dimana kepala
korban fuka berdarah Karena dipukul martil oleh terdakwa sehingga perbuatan
terdakwa memukul kepala korban tersebut mengakibatkan rasa sakit, schingga
unsur i lerpenubi,

Ad.2 Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Dalam Pasal 90 KUHP diuraikan bahwa kriteria luka berat adalah sechaga
berikut:
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- penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan
sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut:

- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan
pencaharnian;

- tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;

- mendapat cacat besar:

= lumpuh (kelumpuhan);

- akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu,

- gugummya atau matinya kandungan seorang perempuan

Ketentuan Pasal 90 KUHP jika dikaitkan dengan luka yang diderita saksi
korban Maria Magdalena akibat dipukul martil ofeh terdakwa pada bagian kepala
tersebut ternyata tidak termasuk dalam pengertian luka berat, sehingga unsur
mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.

Untuk bisa menjatuhkan suatu ketentuan pasal dalam KUHP terkan
dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh scorang terdakwa, maka
Syaratnya unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut semua harus terpenuh,
Dalam dakwaan Primair ini terdapat dua unsur, namun salah satu unsurnya tidak
terpenuhi. Sehingga terdakwa tidak bisa dyatuli tindak pidana penganiayaan
mengakibatkan luka berat sesuai ketentuan Pasal 351 ayal (2) KUHP, karena tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwa dalam dakwaan primair.

Selanjutnya dalam dakwaan Subsidair, terdakwa didakwa melakukan
tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Tindakan penganiayaan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam
dakwaan primair dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur penganiayaan,
sehingga terdakwa Veronika Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwa dalam
dakwaan subsidair. Selain itu, kerena luka korban bukanlah kritenia luka berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KULP sehingga terdakwa dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan bukan penganiayaan
berat,

Penjatuhkan pidana kepada terdakwa, selain membuktikan unsur-unsur
dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa tersebut, sebagai  bahan
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pertimbangan majelis hakim juga menyertakan hal-hal yang bersifat memberatkan
dan hal-hal yang bersifat meringankan bagi terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan dalam kasus dengan terdakwa
Veronika Panjaitan ini adalah:

-Terdakwa merasa tidak bersalah
Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah:

-Tindakan terdakwa itu karena di picu oleh saksi korban tanpa ijin

merusak peluran milik terdakwa

-Terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum

Terbuktinya secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan subsidair, dimana terdakwa adalah
seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya dan tidak ternyata adanya
alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya
berdasarkan perbuatan terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah melakukan
tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana.

Fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ialah guna meneliti apakah
dalam putusan pengadilan bawahan yang dimintakan kasasinya tersebut, memang
benar terdapat salah satu atau beberapa alasan kasasi sebagaimana dikemukakan
olch pemohon kasasi dalam memori kasasinya.

Alasan-alasan kasasi yang dirumuskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP
dapat dijadikan dalam satu alasan kasasi saja, yakni alasan kasasi sebagaimana
tersebut pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu apakah benar peraturan hukum
tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Atau secara singkat
apakah benar ada kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum Artinya
untuk bisa menyatakan apakah nantinya pendapat MA yang menvatakan Yudex
Factie (PT DKI ) salah menerapkan hukum, maka sebelumnya harus memahami
dan membuktikan unsur-unsur dalam pasal dari suatu peraturan perundang-
undangan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut

Pertimbangan majelis hakim MA dalam pendapatnya yang menyatakan
yudex factie (PT DKI) telah salah menerapkan hukum dan membatalkan putusan
PT DKI tanggal 7 September 2004 Nomor : 131/PID/2004/PT.DK] kemudian
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dalam langkah selanjumya MA mengadili sendin yang amar putusannya
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

l.Menyatakan terdakwa Veronika Panjailan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “pengamayaan
mengakibatkan luka berat * dalam dakwaan primair:

2.Membebaskan terdakwa Veronika Panjaitan dari dakwaan primar;

3.Menyatakan terdakwa Veronika Panjaitan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan™;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan dengan
pidana penjara selama 6(enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu
dijalankan kecuali apabila dalam waktu I(satu) tahun terdakwa
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim lain yang
berkekuatan hukum tetap:

5.Membebani pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2,500 (dua ribu lima ratus
rupiah),

Penulis tidak sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang
menyatakan Yudex Factic (PT DKI) tidak menerapkan hukum sebagaimana
mestinya atau secara singkat telah salah menerapkan hukum. Menurut penulis,
putusan yang dijatuhkan PT DKI sudah diterapkan sebagaimana mestinya
berdasarkan peraturan hukum, tetapi terkait dengan lamanya penjatuhan pidana
terhadap terdakwa penulis tidak sependapat dengan putusan PT DKI. Dalam hal
int penulis lebih sependapat dengan putusan MA terkait pemjatuhan pidana
terhadap terdakwa yaitu pidana bersyarat atau pidana percobaan Alasan penulis
tidak sependapat dengan pernyataan MA yang menyatakan Yudex Factie PT DKI
tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut:

| Berdasarkan penilaian telah terbuktinva secara sah dan meyakinkan
lerdakwa  Veronika Panjaitan  bersalah melakukan tindak  pidana
penganiayaan sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua(dakwaan
subsidair) dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana semua
unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan tidak terbuktinya secara sah
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dan meyakinkan melakukan tndak pidana penganiayaan mengakibatkan
luka berat sesuai dakwaan primair dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Terkat
dengan hal imi PT DKI telah menjatuhkan ketentuan Pasal 351 avat (1)
KUHP terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana “penganiayaan”,
dimana unsur-unsur dari pasal tersebut telah terbuku dipersidangan. Jadi

peraturan hukum sudah diterapkan dengan benar

3.2 Penjatuban Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan MA Dikaitkan

Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada
sescorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana pidana yang akan
dnjatuhkan dapat berupa

a. Pidana Pokok

| .pidana mati;

2 pidana penjara,

3 kurungan ,

4.denda;

5 Pidana Tutupan jo UL No.20 Tahun 1946,

b. Pidana Tambahan

| pencabutan hak-hak tertentu;
2 perampasan barang-barang tertentu,
3 pengumuman putusan hakim.

Perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai
dengan dakwaan subsidair bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai
Pasal 351 ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan penjatuhan pidana sesuai amar
putusan MA, menurut penulis sudah tepat yartu:

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa @ Veronika Pamjaitan dengan pidana
penjara sclama 6 (enam) bulan, pidana tersebut tidak perlu dijalankan
kecuali apabila dalam waktu | ( satu) tahun terdakwa melakukan tindak
pidana dan dyatuhkan pidana oleh hakim lain vang berkekuatan hukum
tetap.”
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Penulis mempunyai beberapa alasan karena sependapat dengan putusan
MA terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yaitu antara lain sebagai

berikut:

1.

Berdasarkan perimbangan majelis hakim MA dalam menjatuhkan
putusan terkait lamanya pidana terhadap terdakwa Veronika Panjaitan
yaitu sebagai benkut:

1) Bahwa luka korban yaitu saksi pelapor Maria Magdalena akibat
dari pemukulan oleh terdakwa merupakan luka ringan, maka
adalah tidak adil manakala karena akibat dari pemukulan terdakwa
tersebut maka terdakwa harus menjalani pidana penjara

2) Bahwa manakala terdakwa menjalani mdana penjara akan
mengakibatkan terdakwa terpengaruh dengan para penghuni lama
dari penjara vang bersangkutan di tempat hukuman pidana harus
dijalaminya, schingga dengan demikian terdakwa bukan akan
menjadi orang yang terdidik dan berkelakuan baik, namun justru
akan mungkin terpengaruh menjadi pelaku kriminal

Fungsi hukum pidana salah satunya adalah menciptakan ketertiban dan
keteraturan dalam masyarakat, terkait dengan hal ini maka dapat
dibenarkan agar perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terjadi lagi,
dengan melihat berbagai pertimbangan dalam permohonan kasasi
maka terdakwa tidak perlu menjalankan pidana penjara tersebut, tetapi
diganti dengan ketentuan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan
MA terkait penjatuhan pidana. Dalam hal ini pula keadilan tetap bhisa
dyjalankan oleh majelis hakim, karena meskipun pidana penjara tidak
dijalankan tetapi jika dalam masa percobaan terpidana melakukan
tindak pidana lagi maka la diwajibkan menjalankan pidana penjara
vang sebelumnya sudah ditetapkan dengan kekuatan hukum tetap
terhadap terpidana tersebut. Selain 1tu tentunya pidana bersyarat ini
dibarengi  dengan  tindakan pengawasan oleh pihak lembaga
pemasyarakatan terhadap terpidana vang menjalani pidana bersyarat
terscbut dalam kehidupan bermasyarakat terkait tingkah laku dap
perbuatannya.
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3. Penjatuhan pidana terkait dengan perbuatan terdakwa Veronika
Panjaitan  yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, yang mana
menurut ketentuan pasal tersebut hukumannya berupa pidana penjara
yang tidak lebih dan 1 (satu) tehun, apabila dikaitkan dengan
penjatuhan pidana dari keputusan MA menurut penulis adalah tepat
Sebagai bahan pertimbangan juga harus didasarkan pada ketentuan
Pasal 14a (1) KUHP, yang berbunyi:

“Apabila dijatuhkan pidana penjara yang selama-lamanya | (satu)
tahun, dan apabila dyatuhkan pidana kurungan yang didalamnya
lidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka hakim boleh
memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali
jikalau kemudian han ada perintah lain dalam putusan hakim, vaitu
karena orang yang dipidana itu melakukan perbuatan yang boleh
dipidana sebelum masa percobaan yang akan ditentukan dalam
penintah pertama itu berakhir atau dalam masa percobaan ity ia tidak
mencukupi suatu syarat yang khusus yang sekirang diadakan dalam
perintah itu™,

4. Penjatuhan pidana oleh PT DKI sebenamya sudah sesuai juga dengan
ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP seperti penjelasan poin 3(tiga)
diatas, tetapi penjatuhan pidana yang lebih tepat dan sesuai dengan
tujuan penjatuhan pidana di Indonesia adalah sebagaimana yang telah
dijatuhkan oleh hakim MA.

Maksud dari Pasal 14 a ayat (1) KUHP ini adalah pada pokoknya
hukuman dijatuhkan, tetapi si terhukum tidak usah menjalani pidana tersebut,
kecuali jika ternyata dikemudian hari si terhukum sebelum habis masa percobaan
melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diadakan dengan
hakim, maka i1a harus menjalani keputusan itu, Jelasnya, bila sescorang diben
pidana percobaan 6 (enam) bulan, kemudian sebelum 6 (enam) bulan melakukan
tindak pidana lagi, maka pidana percobaan itu segera di cabut dan orang itu harus
segera masuk penjara

Tujuan dari vonis pidana percobaan itu ialah untuk memberi kesempatan
kepada terhukum supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan
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berhasil. pidana yang telah dijatuhkan kepadanya tidak usah dijalankan untuk
selama-lamanya.

Pidana bersyarat atau pemidanaan bersyarat adalah sekedar suatu istilah
umum, vang dimaksudkan bukanlah pemidanaannya vang bersyaral melainkan
pelaksanaannya pidana itu yang digantungkan kepada syarat-syaral lerteniu
Artinya meskipun pidana itu telah dijatuhkan kepada pelaku atay terpidana namun
pidana itu tidak melanggar syaral-syarat yang diwajibkan kepadanya ketika
putusan itu diterima.

Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dan hakim, bahwa pidana
yang dirumuskan atau dijatuhkan tidak akan dyjalam terpidana, kecuali kemudian
hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:

a.Sebelum habis masa percobaan melanggar syarat umum yaitu
melakukan tindak pidana;

b Dalam masa percobaan itu,melanggar suatu syarat khusus (ka
diadakan Jatau ;

¢.Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak
melaksanakan syarat yang lebih khusus berupa penggant kerugian
pihak korban sebagai akibat tindak pidana (Pasal 14¢c KUHP).

Hakim dapat memenntahkan pidana bersyarat, jika putusan hakim
dijatuhkan -

|.Pidana penjara maksimum | tahun atau:

2 Pidana kurungan (tidak termasuk pidana kurungan pengganti ),

3.Pidana denda (akan tetapi tidak termasuk pidana denda dalam
perkara pemasukan uang atau pengembalian anggaran negara
seperti pidana denda dalam perkara perpajakan, bea cukai, perkara
tindak pidana ckonomi dan perkara korupsi),

Sedangkan pidana penjara adalah merupakan salah satu bentuk dari pidana
perampasan kemerdekaan,

Menurut Pasal 12 KUHP ada 2 macam pidana penjara, yaitu yang seumur
hidup dan yang terbatas maupun sementa. Minimum pidana terbatas adalah 1 han,
maksimum itu oleh sampai 20 tahun dalam hal
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a.Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara
alternatif pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara
terbatas (biasanya 20 tahun).

b.Apabila dalam suatu pasal tindak pidana diancamkan secara
alternatif pidana pemjara seumur hidup atau pidana penjara
terbatas.

c.Apabila terjadi perbarengan (concurus) atau pengulangan
(restdive) atau kejahatan dengan melanggar kewajiban khusus dari
Jjabatannya dan sebagainya (Pasal 520 atau penyalahgunakan
bendera RI (Pasal 52a)).

d Dalam golongan ini dapat dimasukkan antara lain Pasal 356 jo
355, Pasal 349 jo Pasal 347 KUHP dan sebagainya.

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan
keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan
pemidanaan. Apabila proses peradilan yang berakhir dengan penjatuhan piudana,
berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan tersebut dinilai baik. Apabila
sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat di cap sebagai ada
kemerosotan kewibawaan hukum.

Selain alasan yang penulis sampaikan seperti uraian diatas, dalam hal ini
penulis juga mempunyai pendapat dengan mengkaitkan pada alasan permohonan
kasasi dari terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu sebagai berikut
| .Sesuai poin (4)Bahwa pemohon kasasi telah mengakui kesalahannya dihadapan

Pengadilan secara terus terang dan tidak pernah lagi melakukan perbuatan yang
meresahkan masyarakat atau berbuat kesalahan, dan bersikap sopan terhadap
siapapun termasuk kepada saksi korban, bahkan telah bergaul seperti biasanya
dan rukun sebagai tetangga yang baik terhadap saksi korban Perbuatan
terdakwa menurut penulis, sudah menunjukkan itikad baik. Berarti dapat
disimpulkan bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya
terhadap saksi korban Maria Magdalena;

2 Perbuatan terdakwa tersebut bisa juga dikarenakan emosi sesaat karena
bangunan berupa peluran milik terdakwa di rusak saksi korban tanpa ada ijin
dai terdakwa tersebut. Selain itu ditambah dengan adanya percekcokan atau adu
mulut artara terdakwa dengan saksi korban schingga tanpa berpikir panjang
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terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. sesuai yang telah terbukn
dalam persidangan melanggar Pasal 351 avat (1) KUHP:

3.Kejadian itu bagi terdakwa bisa dijadikan pengalaman dan sekaligus
pengetahuan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut bertentangan
dengan hukum dan setiap perbuatan yang melanggar hukum ada sanksinva
schingga terdakwa takut untuk mengulangi perbuatannya itu lagi;

4 Putusan MA yang menjatuhkan pidana percobaan terhadap terdakwa adalah
benar , karena hukuman yang dijatuhkan itu tidak lebih dari | (satu) tahun dan
tentunya putusan itu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan
permohonan kasasi  yaitu bahwa terdakwa sebagai seorang ibu yang sudah
lanjut usia dan telah mempunyai anak-anak vang sebagian telah menginjak
dewasa serta sebagian lagi masih anak di bawah umur, masih mempunyai
tanggung jawab untuk mengasuh serta membiayai kepentingan rumah tangga

5.5ebagai konsekwensi logis perlu dipertimbangkan juga apabila pidana penjara
dijatubkan kepada terdakwa, maka terdakwa akan kehilangan kemerdekaanya,
sedangkan disisi lain dengan melihat bahwa terdakwa memiliki tanggungjawab
sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya tersebut lalu siapakah yang akan
menggantikan posisi terdakwa sebagai salah satu tumpuan keluarganya itu. Jadi
putusan MA terkait penjatuhan pidana kepada terdakwa menurut penulis adalah
benar,

6.Bahwa doktrin pemidanaan bertujuan untuk membuat sescorang memperbaiki
dirt dan insa atas kesalahan-kesalahannya, bukan sebagal tujuan pembalasan
Seandainya terdakwa harus menjalani hukuman tersebut sementara sebelumnya
terdakwa sudah menerima putusan hukuman dan pengadilan tingkat pertama
yang dijatuhkan terhadapnya, maka hal ini akan memberikan penafsiran dan
terdakwa kepada hakim yang mengadili perkara tersebut, apakah hakim sebhagai
penegak hukum tidak memberi kesempatan kepada orang yang sudah mengakui
kesalahannya dan bersedia untuk insaf serta tidak mengulang perbuatannya
lagt. Kalau hal ini sampai terjadi maka orang tidak akan segan-segan melakukan
tindak pidana yang jauh lehih berbahaya lagi bagi keselamatan orang lain
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dengan didasarkan pada alasan jika terdakwa Veronika Pamaitan dihukum
pidana penjara.

7.Pengaruh dan orang jahat akan berdampak negauf terhadap perkembangan
perilaku dan orang yang dipengaruhi jika orang tersebut tidak mampu untuk
menerima dan membedakan apakah semua perkataan dari orang jahat itu benar
atau fidak untuk dilaksanakannya Tetapi sangat dimungkinkan mereka vang
berada dalam satu ruangan dengan orang jahat pasti akan mudah terpengaruh,
kadang-kadang tidak dimungkinkan juga mereka yang menolak ajakan untuk
berbuat jahat tetapi karena terpaksa atau di paksa sehinggn mereka akhirnya
mengikuti ajakan tersebut. Antara lain berkelahi sesama napi di ruang tahanan,
inilah salah satu faktor yang nantinya bisa dijadikan kebiasaan buruk dalam
hidup bermasyarakat walaupun sudah bebas dari tahanan

Berdasarkan alasan atau pendapat seperti diuraikan diatas. demi
menjaga  kebatkan dan ketertiban dalam masyarakat, seharusnya terhadap
terdakwa Veronika Panjaitan di ben kesempatan dengan hukuman pidana
bersyarat. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa harus melihat
dampak atau konsekwensi yang akan terjadi terhadap perkembangan
kehidupannya. Ini merupakan tugas hakim scbagai pencgak keadilan dan
mengayomi masyarakat pencan keadilan.

Tujuan pemidanaan bukan hanya balas dendam, rutinitas pekenjaan atau
bersifat formalitas bagi hakim. Tetapi dalam rangka menjamin  tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Bahkan sebenarnya tujusnnya lebih
luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran
matenil 1tu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi
tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat
yang tertib, tentram, damau, adil dan sejahtera.
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4.1 KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dan hasil pembahasan skripsi ini adalah

sebagai benkut:

| Putusan Mahkamah Agung vang menyatakan Yudex Faclie (PT DKI) telah
salah menerapkan hukum adalah tidak benar, sebab PT DKI pada dasarnya
sudah menerapkan  peraturan hukum sebagaimana mestinya yartu terdakwa
lelah dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah
terbukti dalam persidangan. Amar putusan MA scharusnya menyatakan bahwa
peraturan hukum oleh PT DKI tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Penulis
tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan majelis hakim PT DK yaitu
selama 3(tiga) bulan penjara terhadap terpidana Veronika Panjaitan = Penjatuhan
pidana i sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP
yaitu pidana pidana percobaan yang bisa diberlakukan terhadap terdakwa yang
dijatuhi hukuman pidana penjara tidak lebih |(satu) tahun, tetapi menurut
pendapat penulis yang lebih tepat adalah penjatuhan pidana berdasarkan putusan
hakim MA,

2Penjatuhan pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan MA sudah sesuai
dengan tujuan pemidanaan yang berluku di Indonesia. Sebab pmidana bersyarat
adalah sebagai salah satu (wjuan hukum pidana vaitu untuk menciptakan tertib
hukum dalam masyarakat, untuk memperbaiki dan memberi kesempataan
terhadap terpidana untuk tidak mengulangi atau insaf melakukan kejahataan
lagy, sehingga nantinya dapat kembali hidup dengan baik di tengah-tengah
kehidupan masyarakat

5.2 SARAN

Agar dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan serta tercipla

kepastian hukum, maka penulis mempunya beberapa saran untuk membenkan

sumbangsih pemikiran sebagai berikut

I.Putusan hakim scharusnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, untuk itu

penjatuhan putusan terhadup terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan

v
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melanggar hukum harus didasarkan pada fakta-fakta vang terungkap dalam
sidang, pertimbangan pertimbangan vang diajukan oleh terdakwa jika
melakukan upaya hukum dan kevakinan dan hakim.

2 Hakim seharusnya lebith profesional dalam menjalankan lugas dan tanggung
jawabnya. Untuk meningkatkan keprofesionalannya hakim antara lain dengan
(1) banyak membaca berbagai macam literatur terkait pengetahuan bidang
hukum, (2) mengikuti pelatthan-pelatihan atau diklat kemahiran, serta (3)
mengikuti seminar bidang hukum. Dengan demikian pengetahuan dan wawasan
hakim semakin bertambah dan tingkat keprofesionalannya akan memingkat

40
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KOMCR : 526/FID.B/2004L/I'N.JKT.BAR.

DTMI KEADILAY BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Perigadilen Megeri Jakarta Barat yang mencriksa dan
mengadili perkera-perkara pidana pada tingkat pertama de
ngan acara biasa, telah menjatyhlkan putusan sebagai beri-
kut dalan perkarn terdakwa

Rama Lengkap ¢ VEROBIKA PANJAITAN.

Tempat lanir : Balige.

Uaur/Tgl.lahir ¢ 54 tabhun/05 April 1950.

Jenis kelamin ¢ Perempunn.

Kebangsaan : Indonesia.

Tompat tinggal : Kemp.Duri Kosambi Nc,56 Rt.006/14

Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng -
Jakarta Barat.

Afmn : Krigten Protestan.

Peserjoan { Xaryawati.

Pondidilean i HIA.

Terdaitwa PIAERIE LAlOn 1 =i i s
Tonpoadilon Negeri tefsgbub ; —veeamaeo o Lo
Trlah membacu cemua surat dalom perkas ; ~——-me—eeee

Taluh nendengor keterangon soksi- uuxsi dan terdaokwa-
a4 REPBLUANEON | memm e e e e e m e i e e e e e i

Telah mendenpar uraian tuntutan pidena dari Jaksa Fe
nmtat Uwum, yong pada pokoknya menuntut sgar Majelis Hokim
yorg memerikso dun pengndili perkara ini memutuslkan

1o Nenyatakan terdnkwa Veronika Panjaitan terbuliti secara -
gab dan menyakinkan oornalabh melaltukan tindalk pidana pe
nganinyaon , sebagniwona distur dolam pasal 351 ayat (1)
RUHT, ——smsmme e it e

4]

« Nenjabuhian pidona terhadap terdakwa Veronika Panjaitan-
dengon pidana penjara selama € (enam ) oulan segera masuk,
dikurangi seloma terdnkwa terdankwa Lerada dalam tahanan-
dengun perdntah terdakwa supaye ditohan § —=—mecmcaecaa-

Z. Menyataktan borang bukti Nihil ; ——cmmmmmmmmmmmee e —-=

. Menetapkon agar terdalkwa divebani membayar biaya perkara
sebenor Hpu1.000,= [ pexibu ropdioll ) 5 se—secme—m——em———

Menimbanm, bahwa atas tuntubtan pidana dari Jokso Po-
nuntut Usum tersebut, tordakwa dan Penasehat hulkumnya telah

Mengadulan , = mmme—m=24
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mengojukan pembelaan yane pada pokoknya sebagai berikut:

1« Ierdaitwa VERCHTRA TEEIATTAN

fohen amar Terdeokwa 1 bobaskan dari segala tuntutan yang
diajukan oleh Juksa FPenuntut Umum dengan beberapa penekz-
nans :
1. Dari keterangan empaf orang saksi yang diajukan -
saksi pelapor , tiga diantaranya mereka yaitu sak-
81 Tumiran Ketua Rt. U8B/ 14, kedua Palemon Aritonang
ketiga saksi Tiopan Aruan sccara jelas menyatakan
tidak ada melihat dan tidak mengakui bahwa terdak-
wa yang molokal atau memukul Hy.Maria Hagdakena;—-

e fartil odolah milik ¥y.Haris Hagdalena yang scnga-
da dibawa dari remabnya untuk merusak pluran Jalan
kerumah tordalwa yang dibuat oleh gsugsi terdakwa -
tonpa ijin tanpa permisi dari pemilin § —r=me——na

5« Tempat kejadisn adalah di lokasi milik terdokwa;--

#. Terdokwa pada saat kejadian adalah untuk memperta-

hankan hak wiliknya dari si pelapor yang sudah bYe

' rinpas dan mengoncam untuk mematikan atau memukul-
¢ Terdokwa , syukurlah!babwa martil milik ly. Haria-
Hapdalena  dapat dircbut dan diamankan olch terdal

wa aohingea telapak kaki kanannya dan tangan kiri-

nyn yuﬁg kena pukul sampni biru benghkak dan memar-

kwitangi pomerixusan visum 5 BT T R —

2. Antara terdakwa dan si Pelapor selwmn ini hidup ber
totonpeo dengun viaop-biasa saja dan tidak ada per-
tengaran o o ot i o o s e e o e

G. Antpra terdakwa dan si pelaper saling melaporkan -
EEpihak FONE DOPWATID § meea e e e e e e

2. Pennochat Hukun Terdnxwn : :

buhwa dalon kesimpulannya Penaschat Hukius Terdakwa ber
pendapot terdakwa tidek melaltukan tindax pidana sebagaiza-
na dalag surat tuntuton Joksa Penuntut Unun, nelanggar po
sal %51 (1) KUILP dan oleh Warena 1tu supaya terdukwa dibe

bankkan dari tunbuton dan dinyatakan tidok boroalnh | mm———

Henimbeng, bahwa atan pembelaan yang diaivkan oleh Ter
dakwa don Pennsohat Hukwinya tersebut Jaksa Penuntut Unum da
lom repliknya monyatakan tetap pada tuntutannya, sedingkan -
Tordnkwa dan Tenaschat Nukusnya dalan Dupliknya menyatakan -

.
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tetap pada pembelaannya ———— ST
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deninbang, bahwa terdakwa telah a4 daktwa nleh Jaksg
Penuntut Umum melakukan tindak Pidama sebagai berikur -

DAKWAMNT PRIMATR

Lahwa 4n terdakwa VEROUIKA PANJATITAN Pada hari Rapu
tanggal 19 Nopesber 2007 gsokira Jam.17.30.Wib. atau setidak-
tidaknya pada Auatu waktu dalag tabun 2003 bertempat &i Kaon

- pung Duri Kossmipi Rt.006 /14 Kel.Duri Kbsambi,ﬂﬂn.Cengkarung
Jakarta Barat atan Setidal-tidaknya pada waktu lain yang pa
Sih termasuk dalan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta -
Barat |, telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan luka
~luka berat , Jang rangkaian perbuatan dan kejadiannya seta
Bal berikut - )

~ Pada hari Rabu tongzal 19 Nopember 2003 ketika korban Ny,
Maria Hagdalena sedang membuat Jjalan air di depan Tumahnya
di Kp.Duri Kusambi Rt.006/14 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng
Jakarta Darat karena bila tupun bujan air selalu tergenang-
dan masuk kednlam Tumah korban, tiba-tiba terdakwa datang -
finmbi 1 mcngntukun“jnngan-dnngnn itu taenah saya" lalu korban
berkata " hanya mewmbiat Jalan air" namun terdakwa marah se-
hingra terdakwa merebut palu Jong sedang &ipégang korban -
Langaung meunvkulkan palu tersebut ke arah kepala korban se
banyak satu kali dengan enggunakan tangan 8ebelch kanan se
hingga kepaln korban mengeluarkan darah. Akibat perbuatan -
terdakwa tersebut, korpan mengalami penderitaan gesuai Visunm
¢t Repertum Nn.:c-511fVERKEEGHHf12G5 tanggal 19 Mopomber -
2003 dari R&UD ﬂnngkurnng Pada kesimpulnnn;a dijelaskan ;
ditemukan lukn terbulkn di kepala sagian atas gkibat kskeras
un benda tumpul, Ferbuatan terdakwa tebagaimana dintu- dan
diancanm dalom papal 221 wyat (2) Kuup it

BUNSTDALR :

-

T Babwa ia terdakwa VERONIKA PANJATTAN Pada waktu dan tem-
Pat sevagaimana dalan dakwaan Pertama tersebut dictas, telah
mel okukan pengantayaan yang mengakibatkan luka, yong rangkai
1 perbuatan dan kejadiannya dabagad berikut :

= Pada hari Raou, tanppal 19H0Pamban.2003 » kotika korban -
MARTA MAGDALENA sedang membunt Jalan air d4 depan rumaohnya
di Kp.Durd Kosnmbi RE.006/14 Kel. Dury Koomnbi Kec.Cenglearong
Jaikarta Barat karena bila turun hujan air selaly tergunang-
don masuk kndal u runah korban, tiba-tiba terdakwa datang -
sambil mengatakan fanpman=jangan 1 tu tanah saya " 1alu for-
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unn berkatag v hanyn moedbnat, dnlan air® waop EFordaiwa marah

sehinppa Lerdakun merehur paly yvang Fodnng ddpagaip koroan-
lafgaung memukulkan palu tersebus K¢ dvsh kepala Korban se

oanyak satu kals denpan Rengpenalkcan tungan seoelah kanan ge
hingma tenala Torbhon P‘WbEIU&IJ?H dargh. Alkibat 2arbuatan -

terdalwn bersobul, karban mengaloni penderitasn S0Bual WH-
fum ‘et Repertum Mo, C=-7 ]1f\hﬂfuuu“qf|.b,-rdn?bﬂl 1% Nopemberp
2303 dari RsUD Cvngxrﬂnnw padn r+_i:ph_4tn;a dijelagkan
ditemukan luka torbiulka gi kepnla bagisn atus alti it kekeras
an beonda tumpul | Parbual m toxdiakya Jesamaimans diatur dan
digneom dalan pesal 251 ayat{1) yinp et o

chimhunm, banwa o peps- dongan teleh df dengar kete-

Tangan sukei-saksi d- bavah suas lﬂ o L Pada pokoknya masing
~nAsing telah menerangkan sop Jial Berikut

T

Soiad 1 FARTA TABDATTNA.
=~ Wabwi pudn hars Wnby tangpal 1) Nopeslop G sekibar-
Jain.17.%0 Wib.oaky sl e menbuat galan oty d; depan pu
mal dengan mﬂnﬂﬂtﬂhvhﬁﬂhﬁkﬂﬂﬂ mirtltl ketanak Pluran mi -

Lik tordakws karena pluvan wilix bradakwn menfmc ulkan ge

nangon aip kdrumnh EaLEL & - i e = ] I
= Bahwa komudian kerihikwa datane bl sengatal:an Jangan
~Jangan ity tanah Bova™ konudd an Zakit dpwnan {0/ hanya =
membuat Inlan afy aupays tldnk wasulk ® BITLUm ph

R e T

= Hahwa Komuet an Fewitdi adv wulys WNBT0 salad dengan ter

dasiiwn Lo el anJuting; L Herabnt maztil Vvang sakgl -
Pofgangs acbel i brhaone] Eerw altwa it 1 Wenzetoklkin martil =
8 Xepaln 8aksi Ninmen derdagpal o

i el Al e i Tk i

= bLaliwn sakad kemuds an Pergs keruhal soki b actelah FPulong

dnri rumnh a0k e maksd melnpapian e Joding toreebut kepada

Deliat ¢ e e e, L

.-—-—.-.--.-—.-_—---,—ﬂ-—-q-—----

= dahwa ak{but ¥etokan innx g toxdanicun gakny
Sty bulsn tigak i nn VRN AR e e

. - T - .

thkiv oelama

Snlai I3 TUITRAN ,

= Bahwa snkni Bcuamal kolun FEOUGA 0 eand ‘apat laporan dari
salkat Magdnlenn Ui deltuy pun aay¥a bangd p Karena aip tidak-

Jolon potelah Ala poluran Qo Ferdokwa o e
= Bahwa kemugy nn aaltas datany nolikut korumni cnkal wopde
lonn tetnpi waokt bEugnktnd ETduL bopk StLelabh mangy yang-
Epelue | = P e e e e e e et e v i
= Babwn waktu sakes g VA el Spu Magdaleny beluy ban-
Jx woetand padga nnt f-1:::um.uu; hdan buri | e ma——

IJI‘!.'.,' '.'.-f:"-' -—-'-F:;I{'

&
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- Babwa waktu mereka ribut-riout sazsi tahu karera saksi pa
da woktu itu aedeng bortedun disumosh salah asatu warga di-
gekitor itu,lislu saisi oelilint by Mamdalena masulc kerumah

+  menpanbil polu dan oenpetok-npetek pelurmn, koamudion saksi
beru Eahu baliwa romah il Jasdalena sudah bLarnjir karena -
wakty idd hajan badok horhened

~ Hohwa walktu fou Mogdalena sednng onengetok-ngevek peluran -
ifu kemudian terdalwa datang beorsama snaknya, adiknyapimn -
dotang kemudian cekcok mulnl | ~~ecomeenmaicne=

= lLnhwa terdukwn doatnng dengan tanran kosong, adik terdokwa-
pagan Bamby kemuddam {hu Magdaleons berdiri don ribut-ribug:

i

= kahwa setelall Hbub-ribut saks, #idak tahu persis kejadian
nya ,ikavenn Jjarak sakoi deapun moercks 20 m, kxemudian saksi
lari ketompat keributon teroelut dan semisahken mereka .-
suksl nelihat darabh monpoliz dari baglan kepala ibu MNogdao-
lona don terdakwa i tonps  iya adn bercak-bercak keaudion -
pakny nagehnli aoerck:

tetapd tiduk mad mendcn;ar kemvdian-
gaksiytineanlian ¥ w—meemacaalsn o Lo

= lphwn peteloh ) egodion ellut-ribut by sekitur Jam 19.00Wib

anlkst dibown ke poliod dan dlsonn sudsh zin Lhu Hngdalena;-
= cldnhwn oaet Bt bl 0 sy Fhit memuiul Abo dagdalenppe=-
Babiakod TITDPANBMOE ANTROLANG

= bnhwn o nakaf Fabue kogods an piba-ribut mesalsl tongh di dee
pom ramun anleey Revhon youn terpenong bir Pacn waktu hujan
dibntonakan nia PREIUT O (==rm——is——
e
Vit-ribit ariara soksi kor
wia fpat by soasi odn didepaor
ramah aedang dudwic Mhanpen depan sumeh don saksi melikot-
lanpaurg ke judionnyn § —-

¥ e ———— —

Karona din tidnk ol o
= Babwa noksi tahu wnnt ke dadtan

ban dengan kerdanwa, kuareis p

= [Paftwa Garal rnhnre. snl sl cud denphn Rejadinn tidak johu-
Mrpasitirg @M 7 sccemee- ————— ErSrre e —— W

= ERwn Gulit Eali e ehindee | Booeiinidwag ik np oot ketempot

kil Jenndian anoktiva terdakwa daor acilnys rerdakwan -
viBars  guma ketemps 't kejadlan 3 --

i O i

= liahwa ooksl Bldoic welibot saoal terdplivu nedprnmbil palu da

i tongen solktol Kodbar teboapd vans sokel tam palu ftu mi

L3k Doual ROPLAR | =———re=—=—
- Habwa paksd Wldok baliv siapn yaoe mamukelkao palu 454 ke-
kopala ookul kopbnan yanp spkng bahke keprln snkgl korbon -

sudak bevdnrnh R o = e by

- S i - -

e e T T,

F1hwc.g:-——""ﬁf
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Bahwa yang soksi kahe kirs-kirza satu MAnERY soksi korbon

(ELER -
BEkLE A0 Berobut Julin | mesmmeem e

Lahwa yong soksi bahiv pelurss i5u baru sotu fanpzu don -
sebelum dipelur myiar totap Sergenong tetapi jalao,seiclah
dipelur ain tidak jalan

. e e o e e o e . e S e . e s i
L]

Bahwe setelah kejadisn itu naksi dipangsil diperiksa di-
POIIB] ¢ sssemaaanooooio oo =

L

Bahwa waktu mntara tordaikwa dengan saksi korban seiang ~

Jrmbak-Jembaken saksi melihat don yany, pegang palt waktu
Ltu pakoj korban § —=—a——emee ———

-Oahwa saksi tidak ingat lagi apa yang di ceehkan moreka -

Lerdua walttu terjadi Jombok-menjambak yong oakss dengar-
Binyn perigl § ——r—eemee e e

L e e e e

4.8akal :TV: CELVIA HAIDABART.

_

Bahwa yong enksi tahu masalal. tanch g1 depan umah.kalan
hujan atr di depan rumah tergoenang, kemudian saltsi korban
alkan membuat jnlan air densan menretok peluran yang meng-
halanmd dniannyn ri®  demgun paluw tetnpi belum poccah ter-
dniswn datang oonbil berkaka » itu tanah ssya" kemvdiar ter
Jodi rebuban palu antnra toerdakwa dongan sukei korban yang
nengakibatkun kepals saksi korban berdnrah § e e————
Bahwa pertema yang membowa palu card rumah adalah sakai ke
mudian gokoi Kaséh kepadn sak
Rin agar air Jalan
Babwn awalnyh pasisd padu i Hanmoa

3f korben untule mengetok pelu

fodoi korban, Lemudian
threhnul oloh terdabwn sulkad melihne -

i R e e L —

Bauhwa waltta ferdakwa wenge tolk keprala golai korban sakst me
Linat dan sakst seapat; melindunpgl saksi korban
Hohwa prdu 1k dtketokkun sats %ald

b e
fgon woktu berdarah =
okttt Uidnk welihat
dohvin wakty terdaliwncokeak tdenpgon gokdi korban adao yang=
melihat diantaronya nuk [ | =e=e-

e Ry ———

danwa pekoriann ankoi korban sehari-harinya bers.jualan ikaon

usin doan Kuey tekapi oofak sepnla saksi korban teclita se
lama antu bulun tidok borjunlan kasnny

4 kepalanya puning-
don nelruwn dnn Mingreu sakosd

kbrban tidur-tiduran saja dua
Adngme kemudion  bara bSerdual by

; ------- - ——— e ———
dahwn yang menyarenicon aenpetok peluran 4ty adalch poksi-
agar afr Liesa Jalon don knlou ditetak dengan koyo tidok =
bisa maka suksi meneounlsl mortil dard dolam rumah kdunuddan

! -
grknl knsih koppdn sokod kerbon untik mangetol pPIiUronj=—-—

Se BalrBl | —evemeaaolPY/
ri
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B.hnkal ¥ ot TTOFAN ARUAE:

- nphwa sskai tidolr tabu kejadionnya karenr baksi tiouk me
liiak saksi hanya dengnr ada ribut-ribut waktu itu sagsi
Togi bidur dengaroada ribubsribut kermudian saksi beangun=
kemudian sulksl keluar kRerunsh saksi pelapor dan sassi ta
nya kenapa kepnla kakak, dijawnb cleh saksi korbin tadi-
i koebolf § === e e e

Enhain goksy: ieok, Gangs ol apn wane kobtok, cuma dibilang-

tikaink oajfn § ==e=—— e e i s e e e =

~ Pahun wnk by nokst arlituast kerbhan,iukeonya beluz 4t nhating
lehwy yang salisf tohy kerban pekerjpon cehari-ho—inya ber

Jualan Aun petelah kedadian teracuuy ke asockan Harirya =

ankel kerbon tidnik berjunlon humpir dun FAngRU § —=————=-

bahwiy suksi henal denpan terdokwa den oaksi horbar seliagal
totanpga dan wenpenui porangai terdakwa saksi tidik tahu -
karena soakni Lekerja pulang mulam bernngkutnya pagsi dan Ja

rang keluar pumah § ——===

Bohwi waktu oaksi dokonpg korvnah sakal korban dia bilong -
sedung skl t dun saknd lihot dis sedang tidur don dia bi-
long sedang sl § ~=r—r-n- .t oo et

L
Bahwa walttu kejodiar ribu-pribut spksi tidak ada értempat;-

enimbang, bolivs dipersidangan telsh didengar kcterang
an Eerdaltwn yeng pada poikoknya telnk mengrangkon secoagai berd
ek 3
= Bahwa pada harf Robu tanppal 49 Nopewber 2003 Jam.17.30 Wib
terdukwa melihut Korooan Mavin (ogdaleonc memukul-mukulian nar
til ke peluran yang boru disuat dlatas tansh wililk terdakva;
= dahwa toerdokwas kewudisn menegur sakadi kerban daria Hagdale
na ager tidok marusak Speluran jalon tersebut nkan tetapi-
secara apontan kovuon Mavis lasgdalena monukulkan mertil ter
seout kearph koki terdakwa den berdokwa morasn dnkltj=—=m——-

sahwa kewwdian terdokwa per: .ahs moresut martd) yang dipe-

reng Maria Magdalena sebingsga terindilah tnling aerauut se
lamn kurang lebih 5

menit dan terdakwn Lerhosil nerevut pa
Iu/martil dard fiaria Homdeolena selanjutnya texdakwa pergl
dun menyerabican mortil kepada anaknya

B sty pireie i mtat
Bahwa terdakwa tidak mengetalni sewalttu rebuten uartil ter
geout mengenai kepala saloi kersan iaria Megdalena dan me-
ninbulkan lukn ltarena terdulkwn tidal sernsa momukul tepala
Marta Hagdalonag § ~=—cccccmmcmaaa . ———-

—————— e e -

Morimbanm, bahwe dalom porkara ini tidok disjukan ba-

rane bukt] 4 eece—easn
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Meninhing, bahwa teordukwa oleh jaksa Penuntut i

Yoelah didarwa melakbukan tindak pidana @
Prambaie ¢ .,
Melokukan tindsk pidana sccagsimana diatur dalem
pagal %51 ayabt (2) KUHD § ——= =i m———

Zucnidair

Melakuknan tindak pidona sevsgaimana diatur dalem
pasal 351 ayat (1) RUHP § we=—mm e -

FMenimbung, bahwa Majelis ‘akan meapertimbenglean éak-
waan melingEpar pasal 351 ayat (2) KUHP terlebih dshulu yai
tu dengan mempertinmbanpkun unsur-uisur dari rumusan dalil-
pasal 351 pyat 2 XUHP dihubungkan dengan perbuatan rateriil
terdnkwn seperhi dirumusknn dalam dokwaan tersebuf § —e=e—

Menimbang, Lohwn unsur-unsur paaal 351 ayat 2 KUHP -
ndalah scbagni berikut
1. Panpganioyann § ===——ee o e e - -
e Fenmnkibhobkin 1ok a=likn borut

R

Unsur paanl 251 ayat 2 KUHP tersebut skan di periim-
sanglkan satu peroatu nobogail berihkut

ad. . Ponpond aynan _:

Ponpaniuyanan menurut Daktrin adalsh setiap perbuatan -
yong mengakibatkan rasa sukit

e e et et e LT T r——

Henimhqnﬁ, bahwa berdagurkon ketersngan oakoi-sakpi-
Naria Mngdaleona don naksi SELVIA MANDAGART yang mererangkan
torgdink Wy memulknl aakud Hredn Hopdnlena pnita bugian ke
pela denpgan mortil seliinmiza kepala saksi ferscbus meprdarake
dihubtngean dongon keterongan sakei Tumiran din osksi Pale-
men Avitenang yang mescrangken Bahvwa poda sast terdnkwa dan
paksi Naria Mogdalens ribus bergumul tidak nelihat pada sa
at terdakwa memukulikan martil ke kepala korban totnpi sete-~
lob dilerai don solesa! borantam pare melibat kepala kortan
Magdalena menpeluarkan dneah pedonglan oa=til dipegang tor-
dalkwa |

S " B i o S i —— 3

Menimbang, bohwa dori uraion keteranpan sokai- saksi
teraebut diatap verkesesunian dimana kepala kortan luka ber
darah karena dipukul martil eleh terdaswa, sohingca pebua-

v ton terdakwa memukul Vepola korban tersebut mengakibatken -
rana sakit, sehingga unsur 4ini telah Sorpenuhi | ==————eaee

ad.2.naue mancokibatlion Jukna herat.

Menimbanp, bahwa luka yang di dezdita saksi Xorcan =

Har: n,eg-=--=9/
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Haria Mandalora akibat dipukul martil oleh tordakwa sada ba
gian kepala tevsebut ternyata Fidak termasulk dalsm pengerti

an luka berat dalam pasal S0 XUNP, sehingga unsur nengakibat
kan luka berat tidak terperaihi

i o 05 s o = s i - s A S e

Henimbung, bohwa salah satu unsur dard pasal 351 asyat
2 JUNP tidak terpenuhi moka dakwann melanggar pasal 351 aya®
2 KUHP tidak terbukti sccara sah dan menyakinkan ; —————e———

L

HNenimbang, dakwinn primair melanggoar posal 351 ayat 2
EUHP tidak tnrbukti aecara sall dan menyakinkan , meka ter -
Aalkwa harve di tobaskan dari dakwnan primidr tersebut ; ———-

Heniwbang, bohwa dakwam: primair t4dak terbu'ti sccara
soh dan menyakinkan, maka Moielis akan nenmpartimbanzkan dakwa

an . subsidaiz melangpar posal 35 ayat 1 KUHP, yaitu aalakukun
tindalt pidana PREORBDLGIOON § mmememme e

Henimbang, bnhwa mengrenai penganisyaan telaa dirertim-
bangkan dalam pertimbangan huloum pembuitinn unsur ponganiaya-
an dalam dakwenn primnic dimana perbuntan terdakwn mamenuhi
unaur penganiayaan nakn pertimbangan pembuktinon pevgu:layaan
menpmanil alih pada pertiubangom ponganiaynon pada dakwaoan -
primair, dimann pevbuatan terdakwn telal meseauhs uUasuUT penga
Ningoon, sohinegn bordakwn VERQOETKA PANCATTAM +$elan Ferbukid

Apsaat nahodan menyikEnican. nolakticoan bl ncdak Muana pengmniayn

My sRbogatmara dF dnliwalan dolas dakpamn subsiduyre i e

Menimbang, vabwo untul nenanggapi pembelaan tordakwaden
penpnsehtt hullum terdokwa Modelie cukup menunjulk pe:timbangen
pnmbuhuian dakvaan primoir dan subs’ dair tergehut diatas

o

Menimhang, bLabiwa Seddakws telah torbukti socora sgh -
don menyokinkan mel wkukan tindak pidana dalam dokwean sobsf-
Arir, dimapa terdakwa sdrlaoh noeranp dewesws yung schak Joome
nlodan rohkaninyn dan Sidnk ternyatn sdonya alasan pembon ar-
maupm. pemaal yang dapnt menghoapus i fal mel awun iUty per
eunton terdukvwn karus dicyokakan beranaloh melakul o £ rdak -

Eidona punguni ayaan dao dijutubi pidunn

Monimbieonm, bahwa repnalum Majelis menetapktin pidona toy
hndap terdakyva alan mompargfanangikun terlebih datiuly hol- naol
yong meuhevatkon dan hal-hal JANg sowinganian Zebagny borikut:

HAT=1AL YANG MEAURIATRAY

- Terdakwa mernsn tidak bersalan

WAT=TIAL YANG MERTHGANKAN

- Modalkan teovdakwa {tu kapena diplow oleh nakat korban yang-

Fe
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tanpis 1din morunok peluron milik terdakwa P

=Tordakivn sonan dipersidongan 4an terdakwa belum pernsh di
RN e e e ey e e et 4 b i o S S S

fenimbang, Lahwa terdakwa ndalah deorang wenita ymng
sudan relatif 1mnjut usia dan belum perniah ditukun okan la
tih baik sebagal pembinman agar tidax mengulang? lagi perbu
ntannya apabila hukuman atau pidena ternadap terdulwa itu -
tidak dijelani kecuali kulau dikemucian kari ada perintsh -
lain dolam keputusan ligkism clek karena terdukwa sevelum ha
bis / lewat masa percobaan melakultan perbuatan vanug dapat -
i pidona ;

S g - —— " i e e - i e s e S e

Menimbang babwa %ujusn dari pemidonaan adplakh bukan
balas dondam tetapi untuk pemblraun teriadap terwukwa ogar
tidnk molakukan perbuatannya lagi, sehinpgra dalam perkara -
ini lebibh tepat kalau tordakwn dijatub\ pidana dengar masa

‘Flﬂ‘rc,ﬁ-bnﬂn | m———— Bt B ok e e i L

Henimbang, bahawan terdakwa dinyataken bevsalah dun
dilatuhi pidana, maka tevdakwa harus ciperintakkan untuk mem
Rayar binyn peRRETEN S —-<wesmawmccoaerenn oo L I8

Hengingat ,oclain pesal 359 ayat (1) Rl Juga pasnl-
pagal lain dar{ Undang-Undang yong bersangkutan

; e

AERGCADY LT ¢

1. Nenyatakan terdakwn VERONTKA FAMJATTAN tidalr terbukti se
cara sah den menyakinkan melakukan tindalk pidena "Penga-
ninynsn mengnkibatian lIuka berat” dalan dokwoin prinait:

i

« dembebaskan terdokwa @ VEUDNTIEA PANJATTAY, dari daktwpan-
PEISIAR |} s e e

-

7+ Nenyatakan terdakwa : VEROHIKA PANJATTAN, telah terbukti
gecara sab dun menyakinkan bersalah melakulan tindak pi-
dona " Ponganiayzon "

P T e e ———————— - -

4. Hlenjatuhkan pidano terhudap terdakwa : YERCNTZA PANJATTAN

. dengan pidana peninrn selamp 6 ( enan } bulan, pidana ter
gebut tidak perlu dijalankan hecunld apabiln dalam waktu-

1 ( satu ) tahun fordakwa melaxukan tirda¥ pidana dan di

Jotulii pidann oleh Pekim laln ¥ars berkukuntrn hulbum teta

e dtaerintabkan agny berdakwa monlisyne nya perhora pabosa
Hir.*.000,=( serivy rupish )

BT e o e e e e - i e

Eemikienlah, -—-————“11&
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Demilkianlab di putuskan dalam permusyawarat Majelis
Hakim Pengadilan Temeri Jakarta Barat pada hari : R A B U
TAMGGAL ¢ 02 JUHT POGn sang terdiri dari BUSHANTN, 8.9.
sebagai Halkim Ketun, FEED TUNGGLL PRIZADT , Bl ¢ i SUITARJIONO,
masing-masing sebagai Hakim inggota dan putuean tersebut d:
ucapkon pada hari itu Juza dalam sidang tervuka untuk Unum
oleh Halim Ketun tersebut di damping! rara Hakim Angrota +i
aobut dengon dibantu oleh HARYATT CASH,SH, febagai Pan:
inra Pengmanti, denpan dihadiri oleh SUFRIYADI, €. Jaksa ]
nuntut Umum dari kejokraon Negeri Jakarta Harat dar terdak
didwapingi eleh lenaschnt Iekumnya .-

AT M'Gﬂﬂﬂ, HAKT), KEMIL sl JELID,
titd. tids
1. 0 TUNGCTL Py & g0 UNARYD 0, 3H.
ttd.

2. SLLADCHO, SH.
FAUITURL Fﬂ.‘ih.?.ur-.:,

btda
¥ RATT JASS, 3%

Foto gogy msawad dangan aalinya
didiolwarlan untu: dinas, dikinin
ke Pongadilan Tingd 1 Jakarta.
o i.'!!.'h.‘.'ﬁ.:., I 3 .Lﬁ't.‘.ﬂ-tw 235-‘-1. ﬁl:
| ezl o

4 il |
3 U ANR 17 0 sH,60.

mmh.\ﬂ1z&.
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PUTUSAN

NOMGR @ 131/PID/2004/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggl Jakarta, yang memeriksa dan m engadii
perkara — perhara pidana dalam peradilan tingkat banding telah
menjatulkan putusan sebagaimana tersebut di bawah Inl, delam

parkara Terdakwa

Nama : VERCNIKA PANJAITAN ;

Tempat Lahir : Balige;

Umur / Tangoal Lahir : 54 Tahun / 05 April 1950 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

ebangsaan : Indonesia ;

Tumpat Tinggal : Kampung Durl Kosambi No,56, Rt
006 / 14, Kelurahan Cun Kosambi,
Kecamatan Cengkareng, Jakaria
Barat ;

Agama i Kristen Protestan |

Pekerjaan T Karyawati;

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) |

Terdakwa hingga saat ini tidak ditahan ;
Fengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat — surat yang
berhubungan denpan perkara ini
Telan meperhotikan dan mengutip hal —hal sebagal
Bertkut g
| Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2004
NMemor Reg, Park, : PDM-528/JKT.BR/04/2004 ‘erhadap
Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyl sebagai
boarfkut .
Dakwaan
Primair :
Hahwa |1a Terdakwa Veronika Panjaitan pada havi Rabu tanggal
19 Mopember 003 sekira fam 17.30 Wib atau setidak — tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Kp. Dun
Kosambi 1t 006/14 Kel, Durl Kosambl Kec, Cengkmm"m Jakarta

R
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Barat atau setidak — tid‘al:wa pada waktu lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negerl Jakarta

Barat, teiah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka =

luka berat, yang rangkaian perbuatan dan kefadiannya sebagai

berikut ;

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2003, retika korban
Marla Magdalena sedang membuat Jalan Alr dl depan
rumahnya di Kp. Duri Kosambi Rt.006/14 Kel. Duri Kosambi
Kec. Cengkareng Jakarta Barat karena bila turun hwlan, air
selalu tergenang dan masuk rumah korben, tibs - tiba
terdakwa datang samblil mengatakan. “jangan ~ jangan itu
tanah saya” lalu korban berkata “hanya membuat jalan air”
namun terdakwa marah sehingga terdakwa merebut palu
yang sedang dipegang karban langsung memukulkan palu
tersebut ke arah kepala korban sebanyak satu kall dengan
menggunakan tangan sebelah kanan sehinogn kepala korban
rengeliarkan darah, Akibat perbuatan terdokwa tersebut,
korban mesgatami penderitasn sesuai Visum Et Repertum
Nomar : C-311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 tiopember 2003
thari RSUD. Cengkareng pado kesimpulannya  dijplaskan
ditemukan luka terbuka dikepala baglan atas akibat
kekerasan benda tumpul ;

Perhuatan terdakwa sebagaimana diatur dan cancam pidana

dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Veronika Panjaitan pada wiktu d=a tempat

sebagomiona dalm Dakwaon Perlama terses ot di atas, telah

melakukan penganioyaan yang mengakibatkan luka, yang
rangkalan perbuatan dan kejadiannya sebagat berikut :

- Pada harl Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika korban
Maria Magdalena sedang membuat Jalan Alr di depan
rumainya di Kp. Durl Kosambl BE006/14 el Dur Kosambl
Kee. Cengkareng Jakarta Barat karena bila tirun hujan, air
selaly tergenang dan masuk  rumah  korban, tba - tiba

terd thwa =eeeeeemes
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Iterdakwa datang sambll mencatakan “Jangan — jangan itu
tanah saya” lalu korban berkata “hanye membuat jatan air”
namun terdakwa marah sshingga terdakwa merebut palu
yeény sedang dipegang karban langsung me; wkulkan paluy
tersebut ke arah kepala korban sebanyak snt kali dengan
menggunakan tangan sebelah kanan sehingga epafa korban
mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdabws tersebut,
kortan mengalami penderitaan sesual Visur) Et Repertum
Nomor | C-311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003
dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan :
ditemukan luka terbuka dikzpala baglan atas akibat
kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

daam Pasal 351 ayat (1} KUHP ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2004
Nomor.Reg.Perk, : POIM-528/JKT.BR/4/2004 terandap terdakwa
tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagal be Ikut :
Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan te buktl secara seh
dan  meyokinkan  bersalah  melakukan tindak pidana
Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Fassl 351 ayat (1)
KLIFP 2

2. Menjatubikan pidana ferhadap Terdakwa Vercnika Panjaltan
dengan pidaits penjar selama 6 (enam) bulan wegera masuk,
dikurangl selarma Terdakwa berada dalam tal anan, dengan
perintah Tee akwa sup wva ditahan ;

4 Menyakan Barang bukt Nihil ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar  biaya
perkara sebesar Rp,1,000,- (seribu rupiah) ;

3. Salinan Resml Putus 1 Pengadilan Negerl Jakarta Barat tanggal

02  Juni 2004 Nomor @ 526/P1D.8/2004/PN,JKT.EAR,
selengkapnya berbunyl sebagal berikut
Mergadil

1 Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti

SELAMR s=vmmmemms
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secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidarma

"Penganiayaan mengakibatkan Juka berat” dalam Dakwaan

Primair ;

2 Membebaskan Terdakwa : Veronika Panjaitan, dari Dakwaan
Primair ;

3 Menyatakan Terdakwa : Veronika Panjaitan, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan !ersalah melakukan tindak
pidana "Penganiayaan ™ ;

4 Menfatuhkan pidana terhudap Terdakwa ; Veronika Parjaitan
dengan pidana penjara selama & (enam) bulan, pidana
tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabilz dalam waktu 1
(satu) tzhun Terdakwe melakukan tindak pidana dan dijatuhi
pidana oleh Hakim lain yang berkekuatan hukum tetap ;

». Memerintahkar, agar Terdakwa membayar binya perkara
sebesar Rp.1.000,- {seriby rupiahy ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan  Negeri
Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2004 Nomor 526/F1D.B/2004/
PMIKT.BAR tersebut, Jaksa Penuntut Umum  telah  menyatakan
permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negerl Jakarta
darat pada tanggal 07 Junl 2004 sebagaimana ternyais dad Akta
Fermintaan Banding MNomaor . SEEJPID.BJZGM{PN.JKI‘.E}AR dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut Jaksa Penuntut Urnum telsh mengajukan Memori Banding
tertanggal 30 Juni 2004, dan Memori Banding tersebut telah pulay
diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdzskwa pada tanggal
21 Juli 2004 ; e

Marimbang, bahva Terdakwa telah mengajukan Kontra
Memor Banding tertanggal 0 Agustus 2004 vang dltgrima di
Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi pada tanggal 07 September
2004 ;

Menimbang, babhwa permintaan  dan pemeriksaan  dalam
tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

HwNOQany =-----rmee-
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tenggang waktu dan cara serta syarat — syarat yang ditentukan
Undang - Undang, maka permintaan banding tersevut dapat
diterima |

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tirgai mempelajari
dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi  putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Juni 2004 Nomor
526/P1D.B/2004/PN.JKT.BAR, serta Memcri Banang darl Joksa
Penuntut  Umum, Pengadilan Tinggl sependapst dengan
pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalani putusannya dan
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama lersebut ciambil alih dan
dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendin dalem memutus
perkara inl dalam tingkat banding, kecuall menrgenal pidana yang
dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tingol
belum sesual dengan kesalahan yang diparbuat oieh | erdakwa ;

Menimbang, bahwa kesalahan yang diperhuat oieh Terdakwa
telah mengakibatkan kepala korban berdaral dan panderitaan yang
mendalam serta berpengarub terhadap pekerjaan karban sehati —
hari karena kepala pusing, maka tidak berjuatan ;

' *« Bahwa korban membawa palu  adalah  dalam  usaha
menyelamatkan rumahiya darl genangan alr, saat ftu hujan
daas akibat adanya jalan yang divelur oleh Terd kv §

Bahwa siapapun juga terancam bahaya past, akan berusaha
untuk keselamatannya ;

- Balwa dengan dipelurnya Jalan aleh Terdalva mengakibatkin
air L oenang din mendatangkan banjr e rumah tetangga,
semestinya Terdakwa dapat mengambil pelajaran seandainya
rumah korban adalah rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa akan
merubab pelurnya agar tidak mendatangkar kerugian kepada

5 tetangga |

Menimoang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di
atas adalah adil apablla Terdakwa dibukum cebagairnana disebutkan
dalam Diktum Putusan di bawah ini ;

Menimbang, banhwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Baret tanggal 02 J%,

= o 1
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2004 Nomaor : 526/P1D.B/2004/PN.JKT.BAR harus diperbaikl sekedar
mengenal hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan
putusan seiebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini : %

Menimbang, bahwa oleh karena Tedakwa disatu!s; pidana,
maka kepacanya dibebanl membayar blaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang — Undang yang berkenaan
gdengan putusan ini, khususiya Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

MENGADIL] :

Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding
dari Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal
02 Juni 2004 MNomor 52EIPID.BIIUU4{'PN.JICT‘.MR, sekedar
mengenal pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cehingga amar
selenghapnya berbunyi sebagai berikut ;

1 Menyatakan Terdakwa Veronika Panjaitan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Penganiayaan  mengakibatkan luka berat* dalem
Dakwaan Primair ;

2 Membebaskan Terdakwa : Veronike Funjaitan, dari
Doakwaan Primair ;

3 Menyatakan Terdakwa ; Verontka Panjaitan, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
Fidana "Penganiayaan ™ ;

4 Menjatuhkan pidana teihadap Terdakwa : VeronikKa
Panjaitar dengan pidana penfara selama 3 (tiga) bulan ;
Membebani Terdakwa untuk. membayar Llaya perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

L

Demikian dipuhskan dalam sidang  permusyawaratan

" 'Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : haMIS tanggal :
07 SEPTEMBER 2004, oleh kami : NY. NIMIEK SRi ROESMINI, SH
Hakim Tinggl Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Keiua Majelis Hakim,
SUKIDIAN, SH dan NY. JUSTINAR, SH, masing - masing selaku
Anggota Majelis  Hakim yang bmdasarky_; Penetapan Ketua

Pengadiian ~~——rr—
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Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 05 April 2004 Nomor
136/Pen/131/Pid/2004/ PT.DK1, ditumjuk untu's memeriksa dan
mengadili serta memutus perkara ini dalam  ceradilan tingkat
banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majolis Hakim
dalam sidang terbuka untuk u um pada harl tu juga, dengan
dihadirl oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh
MARSUDI Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa «‘hadirl oleh Jaksa
Peauntut Umurm dan Terdakwa ¢

ANGGOTA MAJELIS HAKIM, KETUA MAJFLIS HAKIM,
|

A5 U K1 DI AN SH NY, NINIEK SRI ROESMINI, SH

" NY. JUSTINAR, SH
PANITERA PENGGANT,

MARS\DI
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SALIN |

PUTUSAN NAN

Nomer 1178% K/Pid/200 [JPJ?FLJ;{ I}IFJE&S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMMAH AGUNG

memerilksa perkara pidana dalam tingkat kasa:! telah
mengambil putusan ssbagal berikut

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
tanggal 2 Juni 2004 MNomor : LL6/PID.B/2004/EN.JKT.BAR.
dalam putusan mana Terdakwa

VERONIKA PANJAITAN, tempat lahir di Ba.ige, umur 54

tahun/tanggal lahir 5 &April 1950, dJenis kelamin

perempuan, kebangsaa:. Indonesia, tempat tinggal
ﬁgjag;ahﬁampung Duri Kosambi No.56 RT.006/14 Kelurahan Duri

Ted
xKnaumbi Kecamatan Cengkareng, Jakarta bar akt, agama

e

e ||Hzlsten Protestan, pekerjaan Karyawati ;
' , HP mohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

Jjukan dimuka persidangan Pengadilan Neger’ tersebut
Rarent” didakwa

Primair

Bahwa 1ia Terdakwa VERONIKA PANJALTAN pada
fari Raba tanggal 19 Nopember 2003 sekira jam 17.30
Wib atau setidak-tidaknya pads suatu wrlktu dalam
tehun 2003 bertempat: di Kampung Duri Kosambi
BT, 006414 Kelurahan Durd Kosambil, Kacqgatan
Cengkareng, Jakarta Barat atau setida<~tidaknya
pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah
nelakukan penganiayan yang menyebabkan luka-luka

berat, yang rangkalan perbuatan das kejadia%

acbagal berikut

- Pada hari Rabu tanggal 19 Nopenber 2003, ketika
korban MARIA MAGDALENA sedang mombust jalan adr
d4i depan rumahnya di Kampung Dur! Kosambi
RT.006/14 Kelurahan Durl Kesambl, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat karena bhila turun
hujan, alr selalu tergenang dan masui, ke dalam
rumah korhan,ltiha-tibe Terdakwa datang sambil

mengatakan ..

-
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mengatakan “jangan-jangan itu tanah saya” laluo
korban berkata "hanya membuat jalan aiz™ namun
Terdakwa marah sehingga Terdakwa merebut palu
yang sedang dipegang korban langsung nmemukulkan
palu terzsebut ke arah kepala korban sebayeh satu
kali dengan menggunakan tangan sebelih kanan
sehingga kepala korban mengeluarkan da-ah. Akibat
perbuatan Terdakwa tersebut, korkan mendgilami
penderitaan ascsual Visum Bt Lepeilin Nenor
C.311/VER/RSCKR/1202 tanggal 19 Nopembor 2003
dari RSUD Cengkzreng pada kesimpulannya Jidelas-
kan : ditemukan luka terbuka di kepala bagian
atas akiba® kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pldana dalam pasal 351 aya: ({2) Kitab
Undang-undang llukum Pidana.
Subsidair : '

Bahwa ia Terdakwa VERONIKA PANJA.TAN pada

. ﬁiﬁtu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama
s F_L_ a.llli g
ST, atas,  telah  melakukan  penganiayaan  yang
'." . o

mmhanihmtkun Liuka, yang rangkaian peibratan dan

kcghdinnnyﬂ scbagal berikut

Padza harl Rabu tanggal 19 Nopember 2003, ketika
kqgﬁan MARINA MAGDALENA sedang membuat jalan ais

U ﬁdi depan rumahnya di Kampung ©Duri Kosambi

KT.006/14 Kelurahan Duri Kosambi, Xecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat karena Dbpla turun
hujan, air sela_u tercenang dan masuk ke dalam
rumah korban, tiba-tiba Terdakws datang sambil
mengatakan “Jangan—jangan ity tanah taya™ slalu
lorban berkata “hanya membuat djalan alr” namun
Terdakwa marah sz*ingga Terdakwa marebut palu
vang sedang dipegang korban langsung memukulkan
palu tersebut ke arsh kepala korban ssbanyak satu
kali dengan menggunakan tangan teorlah kanan
sehingga kepala korban mengeluarkan darcah. Akibat
perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami
penderitaan sesuai Visum [EL Repertum Nehmbr 3
C.311/VER/RSCKR/1203 tanggal 19 Nopember 2003
dari RSUD Cengkareng pada kesimpulannya dijelaskan @

ditemukan ..
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ditemukan luka terbuka di kepals @gagian atas
akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebtagaimana diatur dan
diancam pidans dalam pasal 351 ayat (1) Kitab
Undang-undany Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanigal 26 Mei
2004 yang isinya adalah sebagai berikut
1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAMN “erbikti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindakx pldana Pengarniayaan sebagaiuna diatur
dalam pasal 351 ayst (1) Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dalam dakwaan kam?
2. Menjatuhkan pldana terhalap Terdakwa ALIMUDIN
Vercnika Panjaitan dengan pldana perje-a selama
6 (enam) bulan sagera masuk.
dikurangi selama Terdakwa berada clalam tahanan,
dengan perintah Terdakwa tetap supaya ditahan.

ALE™S Menyat -1y harang bukti
| \ NihL1.
R 3

: 4.\ Menetapkan agar fTerdakwa dibeban, membayar
jkngnn

{ﬁiayn perkara sehesar Rp.1.000,~-
A mmﬂu}rhnLlhun selaln pasal 351 ayar {1 Kicab
Unagpg~un§aﬁq Hukum Pldana juya pasal-pasal lain daci
Undang-ﬂﬁﬁanq yang bersangkulan, Terdakwa telal dinyatakan
bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam
putusan Pengadilan Negerl tersebut yang' amars lengkapnya
barbunyl sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tirdak pidana “Penganlayaan mengakisatkan luka
. berat” doalam dakwaan Primair ;I
2. Mempebaskan Terdakwa : VERONIKA PBAMAITAN, dard
dakwaan Primalr ;

3. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJALTAN, telah
tertukti secara sah dan mevakinkan bersalah

melakvkan tindak pldana Penganiavas\” ;

A. Monjatuhkan pidana terhadap ‘erdakwe : VERONIKA
PANJAITAN dengan pidana penjara seloma €& (enam)
bulan, pidana tersebut tidak perle dijalankan
kecuali apabila dalam waktu 1 (satu) tahun

Turdakwa ......
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Terdakwa melakukan tindak pidana dar dijatuhi

pidara oleh Haklm lain yang berkekuztan hukum
tetap ;

Em

Memerintahkan agar Terdakwa membayar Dbiaya
perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah' ;
putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah
diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengin pucusannya
tanggal 7 September 2004 Womor : 131/PID/2004,PT DKI. yang
amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Menerima permintaan pemeriksaan dalam Einqkat
banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta
pBarat tanggal 2 Juli 2004 Nowor : 526/°ID.B/2004/
PN.JKT.DAR, snkedar mengenai npidana yang dijatuhkan
kepada  "erdakwa, sehingga amar  selengkapnya
berbunyl sebagai berikut
1. Menyatakan Tordakwa Veronika Panjiitan tidak
- terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
‘:;ngndak pidana “Penganiayaan mengakibit.an luka
berat” dalam cdakwaun Primair ;

uld 2.,¥a@hﬁbaskan Terdakwa : Veronika Fanjaitan, darl

\hj ' :ﬂu waan Primalr ;

Q\;. E,iﬁjgyaLnkan Teradakwa : Veronika Panjaitar, telah
.'terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pldana “Penganiayaan” j
4. Menjatuhkan pildana terradap Terdakw:. : Veronlika
panjuitan dengan pidana penjara selama I (tiga)
bulan
5, Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam dua tligkat peradilan, vang dulam tingkat
handing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
Mengingat akan akta tentang permchonan kasasi Nomor
131 /AKTA/PID/2004/PT.DKI. jo. MNomor 526/PID.N/2004/PN.JKT.
BAR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hegerl
Jakarta Darat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13
Januari 2005 Pemohon Kasasi/Terdakwan telah mengajukan per=
mohonan kasasl terhadap putusan Penoadilan Tinggl tersebut
Memperhatikan risalah kasasi dari kuisa Terdakwa
yang diéjukan untuk dan atas nama Terdakwa uga sebagai
pomohon Hasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10

JHAUATL oieds
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Januari 200%, rigalah kasasi mana telah ditarima di
Kepaniteraar Pengadilan Negeri Jakarta Barat pata tanggal
18 Januvari 2005
Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggy. tersebut
telah diberitahukan lkepada Pemchon Kasasi pada ctanggal 12
Jajuari 200% dan Pemohen Kasasi mengajukan permohonan
kasasi pada tanggal 13 Januari 2005 serta risalah «asasinya
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan HNegerl Jakarta
Barat pada tanggal 18 Januarl 2005 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah
diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dencan cara
menurut Undang-Undang, oleh karena icu permohenia kasasi
tersebul formil dapat ditozima ;
Menimbang, bahwa alaswmn-alasan yang diaju%an oleh
Pemohon Kanasi pada pokoknya adalah sebagal berikut @
1. HKepala Pelapor berdarah (luka ringan) bukanlah
karena Pemohon Kasasi memukulnya sesuil dengan
\-.. FKeterangan daril beberapa saksi pelapor antara
<03 Jrfigin darl Saksl Bapak Ketua RT.CO06/014 yang
IPldak menihasz baik kepada p=2lapor maupun kemada
5 hﬁumnhun Kasasi dan sebagai saksl nerral atau
\ - ﬁakai Pamarintah  sctempat. Demikian juca
\ﬁ hkgicrunqan dari saksi Pilemon Aritonang dan
e ) dari Saudaral Tiopan Auran, dimana pernyataan
atau keterpngan inl terlamplr dalam pembelaan
femohon Kasasi pada persidangan tangal 2 jund
2n04.

2. Genangan air wyang ada di teras rumahn:a
bukanlsh akibat peluran jalan yang dibuat suami
Pemohor, Kasasi, hanya akibat jatuhnyy air daxi
atap rumahnya sendiri dan belum dibuat talang
air. Setelah talang air dibuat sampal sekarang
teras rumahnya tidak tergenang alr ‘alaupuil
hujan deras.

3. Pemohon Kasas! juga adalah mempirtahankan harta
miliknya cdari pengrusakan oleh pelapor dengan
tanpa permisi atau minta {jin kepads pemilik-
nya.
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Bahwa Pamohon FKasasi telah mengakii kesalahan-
nya dihadapan Pongadiian Secara terus terang dan
tidak pernahn lagi melakukan perbuatan  yang
meresahkan masyarakat atau berbust kesalahan,
dan bersikap sopan terhadsp siapasun termasuk
kepada saksi kertan, bahkan telah bergaul
seperti blasanya dan -ukun sebacvai tetangga
yang baik terhadap saksi karban.

Sebugal seorang ibu yany sudah lanijut usia dan
telah mempunyai anak-anak Yang sesagian telah

menginjak dewasz serta sebagian la~i masih anak

di bawah umur, masih mempunyai tunogjung jawab
untuk mengasuh serta membiayal kepentingan
rumah tangga.

Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi DKI terhadap
Memori Banding Jaksa'Fenuntut Umurm tanggal 30
Juni 2004 terhadap perbuatan  Benolhion Kasasi

hanyalah mengulangt pﬁrtimbanqan-pertlmb&ngen
;}ﬂffw{ﬂ vkum dari Hakim Pengadilan Neugsri Jakarta

Barut, padahal hukuman yang dijztuihkan oleh
1a$Lm Pengadilan MNegerl Jakarta parat telah
ddterimn olech Pemohon Kasasi dengan tulus hati.
ﬁﬁhwa dalam putusannya, Hakim Pengadllan Tingagi

hfﬁKI Jakarta seharusnva mempertimtangkan secara

sungguh-sungguh pasal 14 a (1) K. tab Undang-
undang Hukum Pidana sebagal dazar dijatuhi
hukuman terhadap Pemohon Kasas! dan inengabalikan
permohonan banding Penuntut Unum.

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta velah meng-
artikar doktrin pemidancan scbagai pembalasan,
yang seharvsnyva bertujuan untuk membuat
seseorang memperbaiki diri dan insaf ostas
kqsmlahan-knualahannya, hal tersebut dinyatakan
dalan pertimbangannya mengambil alih putusan
Pengadllan Negeri Jakarta Barat tanggal 2
Januari 2004 Nemor ; EEEIPID.BKEGDJTFN.JKT.BHR,_
yang memperbaiki sekedar meng=nai .ukuman yang
dijatuhkan kepada Pemchon Kasasl.

Dengan uraian di atas, Hakim Pengadilan Tinggi

DKT  telah melakukan suatu kekeddruan yaitu
p Janaan ......
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pemidanaan diartikan sebagal penbalasan dan
bukan dengan tujuan azas manfa.- yaitu agar
hubungan kekeluargaan antara Pemonon Kasasi dan
saksi korban kembali terjalin dengan baik,
penuh ke ukunan dan rasa aman.
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut
Mahkanah Agung berpendapat

mengenal alasaa ad.l :

bahwa alasan tersebut dapat dibenirkan,’' karena
judex factie telsh salah dalam menerapksn hukum dengan
e e e e ——— e e S - - —
pertimbangan-pertimbingan sebagal barikut :

1. Bahwa luka korban yaitu saksi Pelépor MIMNRIMA MAGDALENA
aklbat dari pemukulan nleh Terdakwa Fanya werupakan luka
ringan, maka adalah tidak adlil manakala karena akibat
dari pemukulan Terdakwa tarsebut, maks 1"irdakwa harus
menjalani oidana penjara,

2. Bahwa manakala Terdakwa menjalani pidana aenjara; akan

ngakibatkar Terdakwa terpengaruh dengan para penghuni
?ﬁgfsqzﬁh. dari penjara yang bersangkutan ditampat hckuman

pidana yang harus dijalaninya, sehiingga dengan demikian

-
lﬁke‘ ﬁHTB{Eakw! bitkan akan menjadi oirang yang terdidik dan
:I. i

:, meqj di pelaky k-iminal.

bex hnkuan baik, ramun justru akan nungkin terpengaruh

Berddsarkan hal- ~hal scbagaimana dikemukakar pad- alasin 1
dan 2, maka ana,alt adil mapakala Terlakva tidak wusah
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan terhadapnya sesuai
dengan putusan judex factie {Pengadilan Negeori)

w
L

Menimbang, bahwa berdasarkan aAlasan-alisan yang

diuraikan di alas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa
putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 feptember 2004
Nomor : 131/PID/2004/PT.DKI. tidak dapat dipertahankan

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Makkamah Agung
akan mengadili sendiri perkara tersebut, scperti tertera
dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan akar tetapi Pamohon
Kasasi/Terdakwa dinyatakan terbukti melaku!an parbiatan
pldana dan dijatuhi pldana, maka Pemohon Keuvasi/Terdakwa
dibebankan untuk membayar blaya perkara dalam tingkat
kasas|

Mempr-hatikan ...

J

A
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Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8
tahun 1981, Undang-Undang No. 14 E~hun 18585 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun
2004, Undang-undang No. 4 ctalwun 2004 dan Ithylang-Undang
serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGEEDTILI

Mcngabulkan permohonan kasasi dari Pemchon Kasasi/

Terdakwa : VEROMIKA BANJATTI.J tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tiunqgi Jakarta

tanggal 7 September 2004 Nomer : 131/PID/2004/PT.DKI.
MENGADILI SENDIRI

l. Menyatakan Terdakwa VERONIKA PANJAITAN tidak

terbukti secara sah  dan meyakinken bersalah

melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengaki-
batkan luka berat” dalam dakwaan Primalr ;
2, Membebaskan Terdakwa : VERONIKA PANCATTAN, dari

e e e

dakwaan Frimair ;

2. Menyatakan Terdakwa VERCNIKA PANJAIIAN, telah
1
.-me:bukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Y '

o

f mﬂlakukax tindak pidana “Penganiayaan” ;
|£ﬂ Hrrjaruhhan pidana terhadap Terdakwa : Y ERON LKA
AN TR R
\ 1 PAMUAT'TAN dongan pidana penjara sel:zma & {=nam)

4 ;J?ﬂlnn, pldana Lersebut tidak perlu dijalankan
kecuall apabila dalam waktu 1 {satu) tahun
Terdakwa melakukan tindak pidana dan dijatuhi
pldana oleh Hakim lain yang berkekuatan hukum
tetap
2. Membebani Pemehon Kasasi/Terdakwa tarsebuz untuk
membayar blaya perkara dalam tingkét kasasi ini
sebesar p.2,500,~ (dua ribu lima -atus rupiah) ;
Demikianlah dilputuskan Maielis Hakim. calam rapat
'permua;awﬂratan pada harl Jum'at tanggal 15 Nopember 2005
aleh Arbljoro, SH, Hakim Agung yang ditunjuk olah Ketua
Mahkamah Agung sekagal Ketua Majelis, Timur P.Manurung, SH.
dan Soedarno, SH. Jakim-Hakim Anggota, dan diucavnkan dalam

sidang. ......

e — R S s A . b S RSk Vel Rty
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sidang terbuka untuk umur pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebu: dengan dihadiri oleh Timus P.Manurung, SH.
dan Scedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, Badrun Laini, SH.

Panitera Pengganti dan tidal dihadiri oleh Pemshaon Kasasi,

Anggeta-Anggota Ketaa 3
Etd. /Timtis P, Manurang, SH, ttd./Arb joto, SH.
ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti
ttd./Badrun Zaini, SH.

Untuk saiinar
a.n. Panitera Mahkamal Agung —-RI1.

Plt. Kepala Dircktorai Pidana,
J U.b
W subdit Umum Pidana

=t
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